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SEPLEIRY:



KATA PENGANTAR

Pyji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa
dengan telah terselesaikannya penyusunan kembali Perubahan
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang
Tahun 2016-2021.

Dengan adanya tantangan pembangunan kesehatan dan
permasalahan pembangunan kesehatan makin bertambah berat,
kompleks, dan bahkan terkadang tidak terduga. Lebih dari pada itu,
peran aktif masyarakat, swasta dan lintas sektor dalam
pembangunan kesehatan menjadi sangat penting serta Dengan
adanya Peraturan Bupati Malang Nomor 30 Tahun 2015 tentang
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Malang; dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor : 6 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)
Kabupaten Malang tahun 2016 - 2021 serta Peraturan Bupati
Malang Nomor 43 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Kesehatan;

Oleh karenanya dipandang perlu untuk mengadakan penyusunan
perencanaan yang strategis dengan menyusun dokumen Perubahan
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten
Malang 2016 -2021 ini dilakukan melalui Rapat Kerja Dinas
Kesehatan Kabupaten Malang dan telah memperoleh masukan dari
para pihak baik dari Pemerintah Kabupaten Malang, Badan
Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang, lintas sektor terkait,
pejabat struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan para
Kepala Puskesmas se Kabupaten Malang. Melalui kesempatan ini,
saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan
terimakasih kepada para pihak atas kontribusinya dalam
penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten

Malang ini.



Akhirnya, semoga upaya kita bersama dalam meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat mendapatkan rakhmat, hidayah, dan
ridho dari Allah SWT, Amin.

Malang, November 2018

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MALANG

dr. R.A. RATIH MAHARANI, M.M.R.S.
Pembina

NIP. 19670928 200003 2 003.
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MALANG

NOMOR: 188.45/ /KEP/35.07.013/2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/569/KEP/35.07.013/2016
TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen
Rencana Strategis. Hal ini sebagaimana yang termaksud dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Dokumen perencanaan lima tahunan ini memuat visi, misi, tujuan,
sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai pembagian
urusan dan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Yang
semuanya itu merujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah. Sebagai dokumen perencanaan, dalam Rencana Strategis
ditetapkan target indikator kinerja beserta pendanaannya yang bersifat
indikatif. Selanjutnya dokumen Renstra perangkat daerah ini dijadikan
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
sebagaimana dalam Pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

Sehubungan dengan Reviu Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 — 2021, berdasarkan
Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun
2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat
Daerah, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Malang juga melakukan
Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016 — 2021.



Dinas Kesehatan Kabupaten Malang merupakan Perangkat Daerah
dengan Tipe A dan melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang kesehatan.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten

Malang Tahun 2016-2021 sesuai dengan hasil reviu yang dilakukan
mencakup:

1. Penyesuaian tugas dan fungsi;

Penyempurnaan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
Penyempurnaan indikator dan target kinerja;

Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan;

S

Penyederhanaan kegiatan.

Selain merujuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2016-2021 dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis
Dinas Kesehatan juga mendasarkan dan mempertimbangkan dokumen
yang terkait, yaitu Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, Rencana
Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan dokumen
pembangunan wilayah (RTRW). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi
overlapping dan salah sasaran dalam praktik di lapangan nantinya.
Akhirnya dengan kata lain, Rencana Strategis Dinas Kesehatan ini
disusun dengan upaya maksimal agar bisa berkontribusi dengan baik

dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Malang.

1.2. Landasan Hukum

Sedangkan yang menjadi landasan hukum penyusunan
Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Malang
Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata  Cara  Perencanaan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008

tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;

Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Dinas Kesehatan;

Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang
Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten
Malang;

Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur
Program Prioritas Perangkat Daerah;

Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
Keputusan Bupati Malang Nomor:
188.45/569/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan
Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten
Malang Tahun 2016-2021;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan

Tahun 2016-2021 ini dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan

strategis, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebagai acuan pembangunan dan pelayanan bidang
Kesehatan oleh Dinas Kesehatan, unit dibawahnya
(UPTD/Puskesmas), dan stakeholder terkait;

2. Sebagai pedoman (reminder) indikator bagi Dinas Kesehatan

beserta unit dibawahnya dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya;

3. Sebagai rujukan penyelaras capaian/program = Dinas

Kesehatan dengan dokumen perencanaan lainnya.



Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana
Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021
adalah:

1. Tersedianya dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang menjadi pedoman
kunci Rencana Kerja;

2. Tersedianya dokumen Rencana Strategis sebagai acuan
indikator evaluasi kinerja 5 (lima) tahun Dinas Kesehatan;

3. Sebagai upaya penyempurnaan/peningkatan target
pencapaian kinerja lima tahun sebelumnya.

1.4. Sitematika Penulisan

Proses penyusunan perubahan Rencana Strategis Dinas
Kesehatan Kabupaten Malang ini dilakukan oleh tim penyusun
dengan melibatkan seluruh bidang/seksi serta stakeholder terkait.
Keterlibatan berbagai pihak baik internal maupun eksternal
dimaksudkan untuk memberikan masukan yang konstruktif. Adapun
sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan
Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas
Kesehatan
2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas
dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah
dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 2016-2021

3.3 Telaahan  Rencana  Strategis  Kementerian
Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis



BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas
Kesehatan

4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas

Kesehatan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN

INDIKATIF

5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Dinas Kesehatan Kabupaten Malang

INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
KABUPATEN MALANG

6.1. Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang mengacu

pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Malang.

PENUTUP



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam
melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah
dalam bidang kesehatan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Bupati sesuai dengan bidang/urusannya. Dalam menjalankan tugas
tersebut Dinas Kesehatan dikepalai oleh seorang kepala dinas dengan dibantu
sekretaris dan beberapa bidang. Kepala Dinas Kesehatan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk menjalankan fungsi sebagai
berikut:
1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk
data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan
2. Perencanaan strategis dan kebijakan teknis pada Dinas Kesehatan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
kesehatan;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesehatan;
5. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan
pelaporan penyelenggaraan bidang kesehatan
6. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan
bidang kesehatan
7. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kesehatan
8. Pembinaan UPTD
9. Pelaksanaan kebijakan Daerah dan kebijakan teknis bidang
pelayanan dan peningkatan peran serta masyarakat, pemberantasan
penyakit menular dan penyehatan lingkungan, obat dan makanan
serta penyusunan program,;
10. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan bidang
kesehatan;
11. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di
lingkungan Dinas Kesehatan;
12. Pembinaan kepada masyarakat tentang kesehatan;
13. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga
lainnya;
Sedangkan strukur organisasi Dinas Keseahatan Kabupaten Malang
sebagaimana SOTK Baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
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1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas:

a. Memimpin Dinas Kesehatan dalam perumusan, perencanaan

kebijakan, pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan,

penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, perizinan,
pengendalian  teknis pembangunan kesehatan serta
pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

pembangunan kesehatan, urusan evaluasi dan pelaporan;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

sesuai bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas:

a.

Melaksanakan koordinasi pengelolaan urusan umum yang

meliputi kegiatan surat-menyurat, penggandaan,

perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, urusan keuangan dan
pengelolaan asset, evaluasi,

perencanaan, pelaporan dan

sistem informasi program Dinas Kesehatan; dan



b.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas Sekretariat

mempunyai fungsi:

a.
b.

C.

i.

Perencanaan kegiatan kesekretariatan,;

Pengelola urusan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan;
Pengelolaan urusan rumah-tangga, keprotokolan dan
hubungan masyarakat;

Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan
kekayaan daerah;

Penyelenggaraan  kegiatan  surat-menyurat, pengetikan,
penggandaan, kearsipan;

Pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus
pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
Pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan,
evaluasi dan pelaporan.

Penyiapan, menyusun dan mengelola peraturan hukum bidang
kesehatan.

Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Di dalam sekretariat terdiri dari tiga sub bagian, yaitu:

1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai
tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program dan
Informasi;

b. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan
koordinasi dalam penyusunan rencana strategis
pembangunan kesehatan tingkat Daerah;

c. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan
rencana kerja kegiatan Dinas Kesehatan;

d. Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan
perencanaan lintas sektor;

e. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan
pelaporan Dinas Kesehatan;

f. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan

rencana kegiatan tahunan pembangunan kesehatan,;
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Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka
penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Dinas
Kesehatan;

Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada
pimpinan dalam rangka pengendalian dan
pengembangan pembangunan di bidang Kesehatan;
Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program
pembangunan bidang kesehatan;

Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan
lainnya;

Menyusun dan menyiapkan berkas didalam pengelolaan
informasi bidang kesehatan;

Penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi

bidang kesehatan;

. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas:

a.

Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan

BMN;

. Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi

pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta
penyusunan perhitungan anggaran;

Menyelenggarakan penyusunan laporan dan
pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan
kerja;

Menghimpun, mengolah data dan menyusun program
kerja Sub Bagian Keuangan;

Menyelenggarakan penyusunan atas perolehan BMN;
Menyiapkan dan memfasilitasi BMN yang dicatat menjadi
BMD;

Melaksanakan pengurusan perpindahan gaji pegawai
serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil
pelaksanaan program dan rencana strategis Dinas

Kesehatan;
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i. Mengkompilasikan dan penyusunan laporan, hasil
laporan akuntabilitas Dinas Kesehatan;
j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Hukum,
Kepegawaian dan Umum;
b. Menyelenggarakan, melaksanakan dan  mengelola
administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai,
c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan
ketatalaksanaan, urusan surat-menyurat, kearsipan,
rumah  tangga, perjalanan dinas, keprotokolan,

penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan,

mendistribusikan;
d. Melaksanakan tata usaha barang,
perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan

pendataan inventaris kantor dan aset;

e. Menyelenggarakan administrasi perkantoran;

f. Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;

g. Menghimpun, mengolah data, menyusun, monitoring dan
evaluasi program kerja Sub Bagian Hukum, Kepegawaian
dan Umum;

h. Menyiapkan berkas penyusunan dan pengelolaan
peraturan hukum di bidang kesehatan;

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas)
Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) mempunyai tugas:

a. Menyusun perencanaan, kebijakan teknis operasional,
mengembangkan pedoman dan standar pelayanan,
menjabarkan pedoman teknis, pembinaan pengawasan dan
pengendalian serta memfasilitasi program kesehatan
keluarga, kesehatan reproduksi dan gizi masyarakat
program penyehatan lingkungan, makanan dan minuman,
program promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan

masyarakat
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b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas
Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:

a. Penjabaran kebijakan, pengembangan pedoman dan standar
pelayanan kesehatan serta manajemen program kesehatan
keluarga, dan gizi masyarakat termasuk kesehatan
reproduksi, promosi dan pemberdayaan masyarakat,
kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;

b. Perencanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan
pelayanan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat termasuk
kesehatan  reproduksi, promosi dan pemberdayaan
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan
olahraga;

c. Penggerakan program dan kegiatan serta peningkatan mutu
yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan keluarga dan
gizi masyarakat termasuk kesehatan reproduksi, promosi
dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan,

kesehatan kerja dan olahraga;

d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi
terhadap pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan
kesehatan dan perizinan kesehatan serta manajemen
program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat termasuk
kesehatan reproduksi, program promosi dan pemberdayaan
masyarakat, program kesehatan lingkungan, kesehatan
kerja dan olahraga;

e. Penyelenggaraan  surveilans  (pengamatan) kesehatan
keluarga dan gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan
olahraga;

f. Pelaksanaan advokasi, koordinasi dengan lintas sektor,
institusi kesehatan dan lembaga swadaya masyarakat dan
organisasi terkait dengan upaya kesehatan program
kesehatan keluarga, dan gizi masyarakat termasuk
kesehatan reproduksi, program promosi dan pemberdayaan
masyarakat, program kesehatan lingkungan, kesehatan

kerja dan olahraga.
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Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) terdiri dari tiga seksi:

1) Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat

Seksi
tugas:

a.

Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai

Menyiapkan bahan untuk penyusunan rencana kegiatan
dan penyediaan kebutuhan dalam rangka peningkatan
kesehatan keluarga yang terdiri dari kesehatan ibu dan
anak, kesehatan reproduksi, anak usia sekolah, remaja,

lansia, dan peningkatan gizi masyarakat;

. Menyiapkan bahan Pelaksanaan program dan kegiatan

dalam dalam rangka peningkatan kesehatan keluarga
yang terdiri dari kesehatan ibu dan anak, kesehatan
reproduksi, anak wusia sekolah, remaja, lansia, dan
peningkatan gizi masyarakat;

Menyiapkan bahan Pemantauan, pemberian bimbingan
teknis dan supervisi serta evaluasi dalam rangka
peningkatan kesehatan keluarga yang terdiri dari
kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, anak
usia sekolah, remaja, lansia, dan peningkatan gizi

masyarakat;

. Melaksanakan teknis kegiatan dalam rangka

peningkatan kesehatan keluarga yang terdiri dari
kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, anak
usia sekolah, remaja, lansia, dan peningkatan gizi
masyarakat;

Melaksanakan norma, standar, prosedur dan criteria
dalam rangka peningkatan kesehatan keluarga yang
terdiri dari kesehatan ibu dan anak, kesehatan
reproduksi, anak wusia sekolah, remaja, lansia, dan
peningkatan gizi masyarakat;

Melaksanakan surveilans kesehatan keluarga yang terdiri
dari kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi,
anak usia sekolah, remaja, lansia, dan gizi masyarakat;
Melaksanakan koordinasi dan jalinan kemitraan dengan
lintas sektor terkait dalam rangka program kesehatan
keluarga dan gizi masyarakat termasuk kesehatan

reproduksi;
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h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
teknis dalam rangka peningkatan kesehatan keluarga
yang terdiri dari kesehatan ibu dan anak, kesehatan
reproduksi, anak wusia sekolah, remaja, lansia, dan
peningkatan gizi masyarakat;

i. Melaksanakan urusan administrasi dalam rangka
peningkatan kesehatan keluarga yang terdiri dari
kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, anak
usia sekolah, remaja, lansia, dan peningkatan gizi
masyarakat;

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala
Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan bidang

tugasnya

2) Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
Seksi Promosi dan Pembedayaan Masyarakat mempunyai
tugas:

a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan rencana kegiatan
dan penyediaan kebutuhan dalam urusan komunikasi,
informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan,
potensi sumberdaya promosi kesehatan dan
pemberdayaan kesehatan masyarakat;

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan
dalam wurusan komunikasi, informasi, dan edukasi
kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumberdaya
promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan
masyarakat;

c. Menyiapkan bahan pemantauan, pemberian bimbingan
teknis dan supervisi serta evaluasi dalam urusan
komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi
dan kemitraan, potensi sumberdaya promosi kesehatan
dan pemberdayaan masyarakat;

d. Melaksanakan teknis kegiatan dalam urusan komunikasi,
informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan
kemitraan, potensi sumberdaya promosi kesehatan dan

pemberdayaan kesehatan masyarakat;
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e. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria
dalam wurusan komunikasi, informasi, dan edukasi
kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumberdaya
promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan
masyarakat;

f. Melaksanakan koordinasi dan jalinan kemitraan dengan
lintas sektor terkait dalam rangka program promosi
kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat;

g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan teknis
dalam wurusan komunikasi, informasi, dan edukasi
kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumberdaya
promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan
masyarakat;

h. Melaksanakan urusan administrasi dalam urusan
komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi
dan kemitraan, potensi sumberdaya promosi kesehatan
dan pemberdayaan kesehatan masyarakat; dan

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala
Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan bidang
tugasnya.

3) Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah

Raga

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olah Raga

mempunyai tugas:

a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan rencana kegiatan
dalam urusan kesehatan lingkungan, kesehatan makanan
dan minuman, kesehatan kerja dan olah raga di
masyarakat;

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan
dalam urusan kesehatan lingkungan, kesehatan makanan
dan minuman, kesehatan kerja dan olah raga;

c. Menyiapkan bahan pemantauan, pemberian bimbingan
teknis dan supervisi serta evaluasi dalam urusan
kesehatan lingkungan, kesehatan makanan dan minuman,
kesehatan kerja dan olah raga;

d. Melaksanakan kegiatan dalam urusan kesehatan
lingkungan, kesehatan makanan dan minuman, kesehatan

kerja dan olah raga;
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Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria serta
perizinan dalam urusan kesehatan lingkungan, kesehatan
makanan dan minuman, kesehatan kerja dan olah raga;
Melaksanakan koordinasi dan jalinan kemitraan dengan
lintas sektor terkait dalam rangka program kesehatan
lingkungan, kesehatan makanan dan minuman, kesehatan
kerja dan olah raga;

Melaksanakan Pemantauan, Pengawasan, Pengendalian,
Evaluasi dan Pelaporan teknis dalam urusan kesehatan
lingkungan, kesehatan makanan dan minuman, kesehatan
kerja dan olah raga; dan

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala
Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan bidang

tugasnya.

4. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas:

a.

Menyusun perencanaan, merumuskan kebijaksanaan teknis
operasional, melaksanakan kegiatan pembinaan,
pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan surveilans
dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit
menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular dan kesehatan jiwa serta penanggulangan masalah
kesehatan akibat bencana dan wabah; dan

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:

a.

Pelaksanaan perencanaan program surveilans dan
imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit
menular, pencegahan, pengamatan, pemberantasan
penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa,;

Penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk
teknis serta prosedur tetap program surveilans dan
imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit
menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak

menular dan kesehatan jiwa,;
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Penyelenggaraan sistem kewaspadaan dini terhadap
penyebaran penyakit dan faktor resiko yang berpotensi
menimbulkan kejadian luar biasa/wabah dan bencana;
Penilaian cepat kesehatan (rapid health assessment) dan
melakukan tindakan darurat dibidang pencegahan
pemberantasan penyakit menular, penyakit tidak menular
dan kesehatan jiwa;

Pelaksanaan pemantauan, pembinaan pengendalian
program  pencegahan, pengamatan, pemberantasan
penyakit menular, penyakit tidak menular dan kesehatan
jiwa serta penanggulangan masalah kesehatan akibat
bencana dan wabah;

Pelaksanaan fasilitasi program pencegahan, pengamatan,
pemberantasan penyakit menular, penyakit tidak menular
dan kesehatan jiwa;

Pelaksanaan koordinasi dengan lintas program, lintas
sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga
swadaya masyarakat dan pihak swasta, program
pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit
menular, penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa serta
penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan
wabah;

Pelaksanaan evaluasi program pencegahan, pengamatan,
pemberantasan penyakit menular, penyakit tidak menular
dan kesehatan jiwa serta penanggulangan masalah
kesehatan akibat bencana dan wabah; dan

Pelaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari tiga

seksi:

1) Kepala Seksi Survelains dan Imunisasi

Seksi Survelains dan Imunisasi mempunyai tugas:

a. Penyiapkan bahan perencanaan program imunisasi,

surveilans epidemiologi penyakit, kejadian luar biasa,

wabah dan bencana serta kesehatan haji;
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Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk
pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap
pelayanan program imunisasi, surveilans epidemiologi
penyakit menular, kejadian luar biasa, wabah dan
bencana serta kesehatan haji;

Menyelenggarakan Sistem Kewaspadaan Dini terhadap
penyebaran penyakit dan faktor resiko yeng berpotensi
menimbulkan kejadian luar biasa/wabah, bencana,
penanggulangannya serta kesehatan haji;

Melakukan penilaian cepat kesehatan (rapid health
assessment) dan melakukan tindakan darurat di bidang
pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan
atau pencegahan dan pengendalian penyakit yang
disebabkan oleh penyakit yang dapat dicegah dengan
imunisasi (PD3I) serta kesehatan haji;

Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan dan
pengendalian program imunisasi, surveilans epidemiologi
penyakit menular, kejadian luar biasa, wabah dan
bencana serta kesehatan haji;

Melaksanakan fasilitasi program imunisasi, surveilans
epidemiologi penyakit menular, kejadian luar biasa, wabah
dan bencana serta kesehatan haji;

Menyiapkan bahan koordinasi dengan lintas program,
lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan,
lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta, program
imunisasi, surveilans epidemiologi penyakit menular,
kejadian luar biasa, wabah dan bencana serta kesehatan
haji;

Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi,
pengendalian dan  pelaporan  program  imunisasi,
surveilans epidemiologi, penyakit menular, kejadian luar
biasa, wabah dan bencana serta kesehatan haji;
Menyiapkan bahan evaluasi program imunisasi, surveilans
epidemiologi, penyakit menular, kejadian luar biasa,
wabah dan bencana serta kesehatan haji; dan
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala

Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
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2) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

mempunyai tugas:

a.

Menyiapkan bahan perencanaan program pemberantasan
penyakit menular dan pengamatan vektor binatang
perantara penyakit;

Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk
pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap
pelayanan yang terkait dengan program pemberantasan
penyakit menular dan pengamatan vektor binatang
perantara penyakit;

Melakukan penilaian cepat kesehatan (rapid health
assessment) dan melakukan tindakan darurat dibidang
pencegahan dan pemberantasan penyakit menular;
Menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian dan
pengawasan program pemberantasan penyakit menular
dan pengamatan vektor binatang perantara penyakit;
Melaksanakan fasilitasi program pemberantasan penyakit
menular dan pengamatan vektor binatang perantara
penyakit;

Menyiapkan bahan koordinasi dengan lintas program,
lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan,
lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta, program
pemberantasan penyakit menular dan pengamatan vektor
binatang perantara penyakit;

Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi,
pengendalian dan pelaporan program pemberantasan
penyakit menular dan pengamatan vektor binatang
perantara penyakit;

Menyiapkan bahan evaluasi program pemberantasan
penyakit menular dan pengamatan vektor binatang
perantara penyakit;

Menyiapkan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan
penyelidikan kejadian penyakit menular langsung;
Menyiapkan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan

pencegahan kejadian penyakit menular langsung;
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k. Menyiapkan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan
pemberantasan kejadian penyakit menular langsung;

1. Menyiapkan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan
pengendalian kejadian penyakit menular langsung; dan

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang

sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa
Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular
dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas:

a. Melaksanakan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pencegahan
dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan
jiwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. Menyiapkan bahan perencanaan program pencegahan dan
pengendalian penyakit paru kronik, gangguan imunologi,
jantung, pembuluh darah, kanker, kelainan darah,
diabetes mellitus, gangguan metabolik, napza, kesehatan
jiwa, gangguan indera dan fungsional;

c. Menyiapkan pelaksanaan program pencegahan dan
pengendalian penyakit paru kronik, gangguan imunologi,
jantung, pembuluh darah, kanker, kelainan darah,
diabetes mellitus, gangguan metabolik, napza, kesehatan
jiwa, gangguan indera dan fungsional;

d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,
kriteria program pencegahan dan pengendalian penyakit
paru kronik, gangguan imunologi, jantung, pembuluh
darah, kanker, kelainan darah, diabetes mellitus,
gangguan metabolic, napza, kesehatan jiwa, gangguan
indera dan fungsional,

e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi,
program pencegahan dan pengendalian penyakit paru
kronik, gangguan imunologi, jantung, pembuluh darah,
kanker, kelainan darah, diabetes mellitus, gangguan
metabolic, napza, kesehatan jiwa, gangguan indera dan

fungsional;
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f. Pemantauan, evaluasi, pelaporan program pencegahan
dan pengendalian penyakit paru kronik, gangguan
imunologi, jantung, pembuluh darah, kanker, kelainan
darah, diabetes mellitus, gangguan metabolik, napza,
kesehatan jiwa, gangguan indera dan fungsional; dan

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala

Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
Bidan Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas:

a. Menyusun perencanaan, kebijakan teknis operasional,
mengembangkan pedoman dan standar pelayanan,
menjabarkan pedoman teknis, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian serta memfasilitasi program pelayanan
kesehatan primer, program pelayanan kesehatan rujukan
dan program pelayanan kesehatan tradisional;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud di atas
Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan operasional, penjabaran dan
pengembangan pedoman standar pelayanan kesehatan
serta manajemen program Pelayanan Kesehatan Primer,
Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pelayanan Kesehatan
Tradisional,

b. Perencanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan
pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan
rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional;

c. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi,
pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pedoman dan
standar pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan
rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional;

d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
pedoman dan standar pelayanan kesehatan primer,
pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan

tradisional;
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Penggerakan upaya peningkatan pelayanan kesehatan
primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan
kesehatan tradisional;

Penyiapan bahan pengelolaan perizinan dan akreditasi
upaya/sarana pelayanan kesehatan;

Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian pelayanan
kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan
pelayanan kesehatan tradisional;

Penapisan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi kesehatan, kedokteran canggih;

Pelaksanaan advokasi, koordinasi dengan lintas sektor,
institusi kesehatan dan lembaga swadaya masyarakat dan
organisasi terkait dengan upaya pelayanan kesehatan; dan
Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari tiga seksi:

1) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas:

a.

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional
sebagai bahan pembinaan dalam rangka peningkatan
mutu pelayanan kesehatan primer serta pemanfaatan
sarana dan alat kesehatan;

Mengumpulkan dan mengevaluasi data tentang kegiatan
pelayanan kesehatan primer;

Melaksanakan koordinasi dengan institusi terkait dalam
rangka bimbingan, pengawasan, pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan program upaya pelayanan
kesehatan primer;

Menyusun perencanaan program dan bimbingan teknis
kegiatan pelayanan kesehatan primer;

Mengelola pemberian rekomendasi izin, sertifikasi dan
akreditasi upaya/sarana pelayanan kesehatan primer;
Penapisan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi kesehatan;

Pembinaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi serta
pelaporan program kegiatan pelayanan kesehatan primer;

dan
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Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala
Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidang

tugasnya.

2) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas:

a.

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional
sebagai bahan pembinaan dalam rangka peningkatan
mutu pelayanan kesehatan rujukan serta pemanfaatan
sarana dan alat kesehatan;

Mengumpulkan dan mengevaluasi data tentang kegiatan
pelayanan kesehatan rujukan;

Melaksanakan koordinasi dengan institusi terkait dalam
rangka bimbingan, pengawasan, pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan program upaya pelayanan
kesehatan rujukan;

Menyusun perencanaan program dan bimbingan teknis
kegiatan pelayanan kesehatan rujukan;

Mengelola pemberian rekomendasi izin, sertifikasi dan
akreditasi upaya/sarana pelayanan kesehatan rujukan;
Penapisan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi kesehatan, kedokteran canggih;

Pembinaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi serta
pelaporan program kegiatan pelayanan kesehatan rujukan;
dan

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala
Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidang

tugasnya.

3) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional

Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas:

a.

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional
sebagai bahan pembinaan dalam rangka peningkatan
mutu pelayanan kesehatan tradisional;

Mengumpulkan dan mengevaluasi data tentang kegiatan

pelayanan kesehatan tradisional,
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c. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam
rangka bimbingan, pengawasan, pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan
tradisional;

d. Menyusun perencanaan program dan bimbingan teknis
kegiatan pelayanan kesehatan tradisional;

e. Mengelola pemberian rekomendasi izin dan sertifikasi
pelayanan kesehatan tradisional,

f. Pembinaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi serta
pelaporan sarana pelayanan kesehatan tradisional; dan

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala
Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidang

tugasnya.

6. Kepala Bidang Sumberdaya Kesehatan
Bidang Sumberdaya Kesehatan mempunyai tugas:

a. Menyusun perencanaan, kebijakan teknis operasional,
mengembangkan pedoman dan standar pelayanan,
menjabarkan pedoman teknis, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian serta memfasilitasi program Kefarmasian, Alat
Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang
Sumber Daya Kesehatan, mempunyai fungsi:

a. Penyusunan kebijakan operasional dan penetapan
petunjuk teknis Bidang Sumber Daya Kesehatan meliputi
Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga, serta Sumberdaya Manusia Kesehatan;

b. Pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan
penyelenggaraan Kefarmasian, makanan dan minuman,
Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan rumah Tangga,
serta Sumberdaya Manusia kesehatan;

c. Penyusunan perencanaan dan pengadaan Kefarmasian,
Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga,

serta Sumberdaya Manusia Kesehatan;
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Pengkoordinasian baik lintas program dan lintas sektoral
pelaksanaan Kefarmasian, Makanan dan Minuman, Alat
Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga,
serta sumberdaya manusia kesehatan;

Pengelolaan dan penyusunan administrasi program bidang
Sumber Daya Kesehatan;

Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi serta pelaporan
program bidang Sumber Daya Kesehatan;

Pengelolaan perizinan dan rekomendasi bidang Sumber
Daya Kesehatan; dan

Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari tiga seksi:

1) Kepala Seksi Kefarmasian

Seksi Kefarmasian mempunyai tugas:

a.

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional serta menyiapkan bahan perencanaan
pengadaan obat dan pengawasan sediaan kefarmasian,
kosmetika, makanan dan minuman;

Melaksanakan bimbingan, upaya dan promosi di bidang
sediaan kefarmasian, kosmetika, makanan dan minuman;
Melaksanakan pengawasan dan pengendalian keamanan
mutu obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan
berbahaya, obat tradisional dan kosmetika, makanan dan
minuman;

Menyiapkan bahan dan proses perizinan distribusi
pelayanan obat dan sediaan kefarmasian, kosmetika,
makanan dan minuman;

Pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan
dibidang kefarmasian, kosmetika, makanan dan minuman;
dan

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala

Bidang Sumber Daya Kesehatan sesuai bidang tugasnya.
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2) Kepala Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga

Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga mempunyai tugas:

a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional dalam hal perencanaan dan pengadaan,
pendistribusian kebutuhan alat kesehatan dan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) pada unit pelayanan
kesehatan;

b. Menyusun rencana pengelolaan Alat Kesehatan dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);

c. Menyusun perencanaan, pengadaan dan pengelolaan
sarana prasarana kesehatan;

d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan sarana
prasarana kesehatan;

e. Melaksanakan standarisasi Alat Kesehatan dan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);

f. Melaksanakan inventarisasi Alat Kesehatan dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);

g. Melakukan penilaian teknis terhadap kondisi Alat
Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
(PKRT);

h. Memberikan rekomendasi dan rekomendasi teknis Alat
Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
(PKRT);

i. Melaksanakan pembinaan dalam rangka perizinan alat
kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
(PKRT);

j- Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta
pelaporan terhadap alat kesehatan dan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan bidang
tugasnya.

3) Seksi Sumberdaya Manusia Kesehatan mempunyai tugas:

a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

operasional bidang pengembangan sumber daya manusia

kesehatan;
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b. Penyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan dan
teknis penyelenggaraan pengembangan sumber daya
manusia kesehatan, pelaksanaan registrasi, akreditasi,
sertifikasi tenaga kesehatan tertentu sesuai peraturan
perundang-undangan;

c. Menyiapkan bahan dan penyelenggaraan perijinan praktek
tenaga kesehatan pada Rumah Sakit Pemerintah Type C,
type D, Rumah Sakit Swasta yang setara, praktek
berkelompok, klinik umum/specialis rumah bersalin,
klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran
komplementer dan pengobatan tradisional serta penunjang
yang setara;

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian angka kredit
bagi jabatan fungsional kesehatan dan penyelenggaraan
administrasi DUPAK tenaga kesehatan;

e. Menyiapkan bahan, perencanaan dan pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan fungsional peningkatan dan
pengembangan sumber daya manusia kesehatan;

f. Melaksanakan monitoring dan pelaporan, pengendalian,
pembinaan, pengawasan, evaluasi dan peningkatan mutu
kegiatan penyelenggaraan pengembangan Sumber Daya
Manusia Kesehatan;

g. Mengelola administrasi pengembangan sumberdaya
manusia kesehatan; dan

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan bidang

tugasnya.

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas
Unit Pelaksana Teknis adalah unit di bawah Dinas Kesehatan yang
terdiri dari:
a. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

Tugas UPT Puskesmas :

1. Melaksanakan kewajiban kesehatan untuk mencapai tujuan
pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka
mendukung terwujudnya kecamatan sehat

2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai bidang tugasnya.
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Fungsi UPT Puskesmas :

1. Penyelenggaraan UKM tingkat pertama diwilayah kerjanya

2. Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya

. UPTD Labolatorium Kesehatan Daerah (Labkesda)

Tugas UPT Labkesda :

1. Melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang
laboratorium kesehatan.

2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

Fungsi UPT Labkesda :

1. Penyusunan program kerja UPT Labkesda.

2. Pelaksanaan pemeriksaan dan analisis contoh uji secara
laboratoris.

3. Pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan
peralatan laboratorium.

4. Penyusunan laporan persediaan dan penggunaan bahan
kebutuhan rutin laboratorium.

S. Pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan
program , tata  usaha, keuangan, kepegawaian,
perlengkapan, kehumasan, dan rumah tangga UPT
Labkesda.

6. Pelaksanaan penyusunan standar pelayanan publik (SPP).

7. Pengelolaan pengaduan masyarakat

8. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
fungsi.

9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

. UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan.

Tugas UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan :

1. Melaksanakan pengamanan peralatan kesehatan melalui
pengujian dan kalibrasi di lingkungan pemerintah dan
swasta.

2. Melaksanakan pemeliharaan peralatan kesehatan di
lingkungan Dinas.

3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugasnya.
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Fungsi UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan :

1. Penyusunan rencana/program pembinaan, pelaksanaan
pengelolaan dan pemeliharaan standar standar kerja alat
kesehatan.

2. Pemeliharaan ketertelusuran alat ukur dan

perlengkapannya.

. Pengujian dan kalibrasi alat kesehatan.

. Pengendalian mutu.

. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan.

o b~ W

. Pelaksanaan pemeliharaan alat kesehatan di lingkungan
Dinas.
7. Pelaksanaan ke Tata Usahaan UPT Pengujian dan Kalibrasi
Alat Kesehatan.
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan
pelaksanaan tugas.

9. Pelaksaaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian
dan kebutuhan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan bidang keahliannya.

3. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

2.2. Sumberdaya Dinas Kesehatan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kesehatan Kabupaten
Malang didukung oleh keberadaan sumberdaya, yaitu sumberdaya
manusia/aparatur dan sumberdaya sarana-prasarana yang memadai.
Sumberdaya yang dimaksud adalah keberadaan tenaga kerja dan sarana-
prasarana kesehatan di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Malang

sebagaimana tabel berikut:



30

JUMLAH PEGAWAI PER UNIT KERJA DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG

NO UNIT KERJA JUMLAH KETERANGAN
1 | SEKRETARIAT 59
2 | BIDANG PPKM 24
3 | BIDANG PKSL 17
4 | BIDANG P2M 15
5 | BIDANG FARMAKMIN 17
6 | BP PEMKAB 10
7 | GUDANG OBAT 7
8 | PUSKESMAS 1799

UPTD Labkesda 6
UPTD Kalibrasi 8
JUMLAH 1.963

Sedangkan menurut golongan tenaga kerja yang ada di Dinas kesehatan adalah

sebagai berikut :

JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN KERJA DI LINGKUNGAN DINAS
KESEHATAN KABUPATEN MALANG

No Golongan Jumlah (Org) Ket.
1 Golongan IV 38
2 Golongan III 590
3 Golongan II 413
4 Golongan I 7
S PTT 174
6 Honorer 135
7 Kontrak Pemda 118
8 Ponkesdes 390
9 Kontrak Dinas 89

Jumlah 1.955




Menurut jenis pendidikan dan jabatan struktural, tenaga di lingkungan
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Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

JUMLAH PEGAWAI PER JENIS TENAGA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG

NO JENIS TENAGA CP/CPNS PTT KONTRAK | SUKWAN | JUMLAH
1 Dokter 44 0 4 0 48
2 | Dokter Gigi 29 2 20 0 51
3 | Bidan 368 172 0 7 547
4 | Perawat 194 390 20 27 631
S | Perawat Gigi 22 0 2 1 25
6 | Gizi 38 0 1 2 41
7 | Farmasi 43 0 2 4 49
8 | Analis Kesehatan 29 0 1 3 33
9 | Penyuluh Kesehatan 6 0 0 2 8
10 | Epideniologi 3 0 0 0 3
11 | Entomolog 1 0 0 0 1
12 | Sanitarian 33 0 1 2 36
13 | Struktural Es IV 15 0 0 0 15
14 | Struktural Es III 5 0 0 0 5
15 | Struktural Es II 1 0 0 0 1
16 | Umum 216 0 118 87 421

JUMLAH 1047 567 206 135 1.955
2. Sarana dan Prasarana
a. Sarana Kesehatan Pemerintah
a. Rumah Sakit Pemerintah :4 buah
b. Rumah Sakit Jiwa :1 buah
c. Puskesmas perawatan : 39 buah
d. Puskesmas pembantu : 93 buah
e. Mobil Puskesmas Keliling : 93 buah
b. Sarana Kesehatan Swasta
¢ RS. Umum Swasta : 12 buah
e RS. Jiwa 2 buah
e Rumah Bersalin Swasta 3 buah
e Balai Sakit Bedah :1 buah
e Klinik Rawat Inap : 12 buah
e Apotek : 122 buah.
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c. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) :

o P

oo a0

Polindes (Pos Bersalin Desa)

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu)

POD (Pos Obat Desa)

Poskestren (Pos Kesehatan Pesantren)

UKK (Upaya Kesehatan Kerja)
SBH (Saka Bhakti Husada)

d. Aset Dinas Kesehatan.

NILAI ASET
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG
TAHUN 2015

390 buah
: 2.816 buah

13 buah

227 buah
330 buah

39 kelompok

Nama Barang

Keadaan Per 31 Des. 2015.

Kode (Berdasarkan Bidang Barang) Jumlah | Harga (Ribuan)

12 | Pemerintah Kab. / Kota

10 | Tanah 2 676.348.475,-
03 | Alat angkuran 51 2.784.576.932,-
04 | Alat kantor dan rumah tangga 2 8.000.000,-
06 | Alat bengkel dan alat ukur 2.121 | 10.049.426.154,-
07 Alat studio dan komunikasi 67 291.408.420,-
08 Alat — alat kedokteran 9.121 | 59.203.454.277,-
09 Alat laboratorium 85 7.016.943.008,-
11 Bangunan gedung 184 | 36.529.352.418,-
13 | Jalan dan jembatan 1 381.200.000,-
14 | Bangunan air 1 191.972.500,-
17 | Buku / perpustakaan 258 25.595.750,-
98 | Ekstrakomtabel

06 | Alat kontor dan rumah tangga 11 2.419.000,-
08 Alat — alat kedokteran 1.400 91.861.000,-

13.304

117.252.557.934,-
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2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Hasil sasaran pelaksanaan pelayanan kesehatan Tahun 2013 - 2017
dengan indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator standar pelayanan

minimal dapat digambarkan sebagai berikut :

Terkait Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan
kesehatan di Puskesmas Dinas Kesehatan tiap tahun akan melaksanakan
survey yang dilaksanakan pihak ketiga, adapun Survey IKM baru dimulai
tahun 2015 sebelumnya belum ada, dari target IKM 70 (baik) tahun 2015
hasil survey yang telah dilakukan sebesar 75,62, tahun 2016 target IKM
sebesar 71 (Baik) hasil survey yang telah dilakukan sebesar 73,79 (Baik),
tahun 2017 naik menjadi 76,46 (Baik) dari target 75 (Baik), diharapkan
kedepan IKM akan lebih baik.

Jumlah kematian bayi di Kabupaten Malang berdasarkan laporan
data kematian dari puskesmas tahun 2011 - 2013 terjadi penurunan yaitu
dari 219 bayi (5,34 per 1.000 kelahiran hidup) tahun 2011,tahun 2012
turun sebesar 199 bayi (4,88 per 1.000 kelahiran hidup), tahun 2013
turun sebesar 193 bayi (4,42 per 1.000 kelahiran hidup). Sedangkan tahun
2014 terjadi peningkatan jumlah kematian sebesar 264 bayi (6,09 per
1.000 kelahiran hidup), tahun 2015 turun sebesar 246 bayi (5,95 per 1.000
kelahiran hidup) dan tahun 2016 terjadi penurunan jumlah kematian bayi
sebesar 180 bayi (4,52 per 1.000 kelahiran hidup). Tahun 2017 terjadi
penurunan jumlah kematian bayi sebesar 64 bayi (1,61 per 1.000 kelahiran
hidup) Perkembangan jumlah kematian bayi dapat dilihat pada gambar
berikut :

JUMLAH

KEMATIAN BAYI1
DI KABUPATEN MALANG TAHUN 2011 - 2017

50 64

2011 2012 2013 2014 2015 @ 2016 @ 2017
== ematian bayi 219 199 193 264 247 180 64
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Menurut laporan puskesmas di Kabupaten Malang tahun 2002-
2011 jumlah kematian ibu berkisar 19-32 ibu, tahun 2013 sebanyak 39
ibu (89,31 per 100.000 kelahiran hidup), tahun 2014 turun menjadi 27 ibu
(62,28 per 100.000 kelahiran hidup) dan tahun 2015 meningkat menjadi
30 ibu (72,22 per 100.000 kelahiran hidup), tahun 2016 jumlah kematian
ibu turun menjadi 21 ibu. Sedangkan tahun 2017 turun menjadi 18 ibu
yang terdiri dari ibu hamil sebesar 3 ibu (7,75%), ibu bersalin sebesar 6 ibu
(15,49%) dan ibu nifas sebesar 9 ibu (23,24%). Angka ini lebih rendah bila
dibandingkan dengan di Jawa Timur sebesar 97,40 per 100.000 kelahiran
hidup) dan hasil SKRT. Perkembangan AKI dan jumlah kematian ibu

disajikan pada gambar berikut :

Untuk Program Pemberantasan Penyakit (P2) dari indikator yang
ditetapkan khususnya indikator yang ditetapkan sebagai indikator kinerja
utama (IKU) sudah mencapai target , adapun indikator lainnya sebagai
indikator penunjang ada beberapa yang masih belum mencapai target
antara lain : Cakupan penemuan penderita Pneumonia balita , Cakupan
penemuan pasien baru TB BTA positif hal ini di karenakan Kurangnya
kemampuan petugas dalam tatalaksana penentuan diagnosa, Pelaporan dari
RS belum tercatat, Kurangnya penyuluhan kepada masyarakat sehingga

kesadaran masyarakat kurang.
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Secara keseluruhan untuk program di bidang Pengelolaan dan
Pengawasan Farmasi Makanan Minuman dan Alat Kesehatan (PPFMA) dari
indikator yang ditetapkan rata - rata sudah bisa mencapai target ,
khusunya indikator yang ditetapkan sebagai IKU yaitu Prosentase IRTP
yang bersertifikat sudah bisa mencapai target sebesar 80% dari target 80%

yang tetapkan .

Program Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) dengan indikator IKU
yaitu AKI dan AKB sudah bisa mencapai target dari capaian tiap tahunnya
, sedangkan indikator penunjang lainnya rata - rata juga sudah mencapai
target , jadi untuk program KIA bisa dikatakan berhasil dan terkendali ,
sedangkan untuk program Gizi yang digunakan sebagai IKU sudah bisa
mencapai target dari tiap tahunnya dengan kata lain bahwa program gizi

masih bisa dikendalikan dan ditingkatkan.

Untuk program Kesehatan Lingkungan indikatornya di tekankan
pada Desa ODF desa dimana bebas dari berak sembarang tempat yang
ditandai dengan kepemilikan jamban keluarga pada setiap keluarga pada
sasaran Renstra dimaksud untuk ODF targetnya disesuaikan dengan

kemampuan daerah dibanding dengan target nasional Kabupaten.

Program Pemberdayaan indikatornya ditekankan pada desa Siaga
Aktif yang mana capaian indikator tersebut setiap tahunnya bisa tercapai

100%.

Untuk Program Pelayanan Kesehatan dari indikator yang ditetapkan
secara keseluruhan sudah bisa tercapai sesuai target dengan kata lain
untuk program palayanan kesehatan bisa dikatakan berjalan dengan baik

dan sudah memenuhi standar yang ditentukan .

Adapun capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun

2011 - 2015 sebagaimana tertera dalam tabel 2.1.
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2.3.1. Realisasi Anggaran Tahun 2011 -2015
Anggaran Pembangunan Kesehatan Kabupaten Malang Tahun
2011 - 2015, mengalami pertumbuhan 4,60 % pada tahun 2011, pada
tahun 2012 pertumbuhan meningkat tajam yaitu 33,49% dan tahun 2013
pertumbuhan menurun sekitar -16,68% dan tahun 2014 meningkat
sebesar 37,56% dan tahun 2015 pertumbuhan meningkat 14,27%, secara

rinci sebagai berikut :

REALISASI ANGGARAN DINAS KESEHATAN
TAHUN 2011 - 2015

NO | lHUN | At | RBALASt | egarisast
ANGGARAN

1 2013 108.940.064.867 107.070.988.710 98,28%

2 2014 174.458.200.482 156.757.097.025 89,85%

3 2015 203.497.160.058 190.161.857.188 93,45%

4 2016 269.842.329.685 259.014.477.697 97%

5 2017 264.457.967.915 255.756.734.924 97%

Anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Kesehatan Tahun 2011 -
2015 berdasarkan kelompok belanja langsung dan tidak langsung

sebagaimana tertera pada tabel 2.2.
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TABEL: 2.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG
TAHUN 2013 - 2017

RASIO ANTARA REALISASI DAN RATA RATA
ANGGARAN PADA TAHUN KE REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE ANGGARAN PADA TAHUN KE PERTUMBUHAN
URAIAN
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ANGGARAN | REALISASI
2 3 4 5 [ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
BELAMJA LANGSUNG 148792718.145|  SO11B.7976896 | 56.789.234.272 | 210.723531.980 | 204.658.733.643 136.940.867.6805| 57.989.140.318 | 58.048728.133 | 201.025.337.379 | 197.706.006.791 | 9203| 9803 o707 9540 96G0) 5.99% 6,72%
BELAMJA TIDAK
LANGSUNG SA.T04441.914 | 210.723531.989 | 204 658.733.643 58.118.797.696 | 58.799.234.272 53.240.046.080 | 201.025.337.379 | 197.708.006.791 | 57.889.140.318 | 56.048728133| 97.34| 9340 9660 96,03| 9707 539% 6,72%
JUMLAH 203.487.160.059 269.842.329 685 264457 867.915 269042320685  264.457T867.915  190.188.511.885  259.014.477.687) 265TOG.734.824)  250.014.477.697)  265.756.734.924 95 47 47 a7 a7 5.89% 6.72%
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Faktor-faktor yang merupakan tantangan dalam pelaksanaan

program kesehatan antara lain :

1) Jumlah penduduk yang sangat besar dan wilayah yang luas.

2) Beban pembiayaan kesehatan masyarakat yang semakin tinggi
khususnya masyrakat miskin

3) Kondisi lingkungan perumahan yang tidak sehat dan perubahan
musim yang dapat menimbulkan potensi timbulnya atau
meluasnya penyakit menular, dan atau bencana yang dapat
menyebabkan Kejadian Luar Biasa (KLB).

4) Perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung upaya
program kesehatan;

5) Adanya krisis ekonomi dan politik yang menyebabkan
kecenderungan meningkatnya masalah kesehatan khususnya
pogram kesehatan ibu, anak dan gizi;

6) Masih banyaknya keluhan dari masyarakat terhadap sistem /
prosedur pelayanan kesehatan, sikap petugas dan kualitas
pelayanan kesehatan yang diberikan oleh sarana kesehatan milik
Pemerintah.

7) Belum optimalnya koordinasi dan kerja sama lintas sektor karena
adanya egoisme dan pola pikir sektoral diantara pihak-pihak yang
berkoordinasi dan belum berfungsinya secara maksimal Tim
Kooordinasi atau pokja - pokja yang ada di Kabupaten, Kecamatan

dan Desa

Sedangkan  factor-faktor yang merupakan peluang dalam

pelaksanaan program pembangunan kesehatan antara lain:

1. Adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari pemerintah
Kabupaten Malang terhadap upaya program pembangunan
kesehatan;

2. Adanya dukungan dari pihak terkait baik lintas program dan lintas
sektor terhadap program pembangunan kesehatan;

3. Adanya implementasi Otonomi daerah termasuk bidang kesehatan
yang memberikan peluang kepada Dinas Kesehatan untuk
mengelola program pembangunan kesehatan mulai perencanaan

sampai evaluasi / penilaian sesuai dengan kondisi daerah.
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4. Lebih terbukanya peluang dukungan dana untuk pelaksanaan
program kesehatan termasuk untuk program - program sosialisasi
sepanjang ada konsep yang jelas dan rasional;

5. Adanya potensi masyarakat (Tokoh Masyarakat, Lembaga Swadaya
Masyarakat dan lain-lain) yang dapat dimobilisasi untuk
mendukung pelaksanaan upaya program kesehatan;

6. Adanya Rumah Sakit atau Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta

yang menjadi pesaing dalam pelayanan kesehatan sehingga dapat

menjadi motivasi dalam peningkatan mutu pelayanan.



3.1.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Kesehatan Kabupaten Malang

Faktor-faktor yang merupakan permasalahan dalam melaksanakan

program kesehatan antara lain:

1.

10.

Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 72,22 per seratus ribu
kelahiran hidup (30 Ibu meninggal) pada tahun 2015, dan Angka
Kematian bayi (AKB) sebesar 5,95 per seribu kelahiran hidup (247 Bayi
meninggal) pada tahun 2015;

. Masih tingginya kasus balita gizi buruk dengan Prevalensi Balita Gizi

Buruk 5,89% (9.996 Balita);

. Masih rendahnya cakupan ASI Eksklusif dari target 80%, tahun 2015 :

64,92%;

Biaya pemeriksaan layanan HIV-AIDS dan IMS bagi sasaran program
belum diatur dalam Peraturan Daerah maupun BPJS kesehatan bagi
fasilitas kesehatan tingkat pertama ( FKTP);

. Masih tingginya angka kejadian tuberkulosis (kasus baru TB) BTA Positif

usia di atas 15 tahun per 100.000 penduduk hasil survey prevalensi
tahun 2013 sebesar 257 Per 100.000 penduduk dibanding tahun 2007
107 per 100.000 penduduk;

Masih belum semua kasus TB terdeteksi dalam program DOTS tercapai
35% dari target 70% Tahun 2015;

Perlunya Peningkatan standar pelayanan Puskesmas sebagai Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam Jaminan Kesehatan Nasional

agar dapat meningkatkan mutu secara berkesinambungan;

. Masih banyak beredar makanan, dan makanan jajanan anak sekolah

yang tidak aman akibat masih banyaknya masyarakat yang belum
mengerti tentang sertifikasi Produksi Industri Rumah Tangga Pangan
(IRT-P);

. Pelaksanaan Pembagunan Kesehatan mengedapankan pendekatan

Pembangunan Berbasis Desa melalui Desa Siaga perlu peningkatan
meliputi peningkatan kwantitas dan kwalitas @ UKBM Desa siaga,
Posyandu, dan lainnya yang belum berjalan optmal, Keterlibatan
masyarakat dalam program pembangunan kesehatan masih rendah,
pembangunan selama ini masih pada pembangunan kesehatan bebasis
sektoral dan sedikit melibatkan masyarakat, sehingga pembangunan
sulit dicapai tanpa dukungan peran serta masyarakat;

Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Malang dalam Program
JKN BPJS Kesehatan belum mencapai progres yang signifikan;
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Akses air minum masyarakat masih dibawah 70% akibat Sumber air
bersih yang didistribusikan badan pengelola air bersih desa ke
masyarakat banyak yang belum dilindungi dari resiko pencemaran.
Sehingga masyarakat masih belum mendapatkan akses air bersih
memenuhi syarat kesehatan;

Ketersediaan Petugas kesehatan di Puskesmas yang profesional meliputi
tenaga Medis, Paramedis keperawatan, Paramedis non keperawatan dan
administrasi medis masih kurang, dan tidak ada tenaga pengganti
pensiun.

Dari 39 Puskesmas di Kabupaten Malang masih 10 Puskesmas dengan
pengelolaan BLUD Unit Kerja;

Dari 39 Puskesmas pada tahun 2017 di Kabupaten Malang masih 27
Puskesmas dengan Standar ISO 9001:2015;

Belum adanya Unit Pengelolaan Limbah di Kabupaten Malang;

Unit Kalibrasi Alat Kesehatan di Kabupaten Malang masih baru perlu
pembenahan dan perbaikan;

UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Malang belum terareditasi.
Masih kurangnya akses pelayanan kesehatan tingkat lanjut di
Kabupaten Malang;

Belum adanya pengembangan pelayanan obat tradisional di Puskesmas.
Adanya perangkapan tugas dan fungsi tenaga kesehatan di Puskesmas,
Puskesmas Pembantu dan Polindes/Poskesdes dengan tugas pokok dan
fungsi yang lain karena keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga
terutama yang mempunyai kompetensi untuk menjalankan proses
manajemen kesehatan;

Adanya petugas yang berstatus pegawai tidak tetap (dokter / bidan di
desa) sehingga mengurangi motivasi kerja;

Adanya disparitas pelayanan kesehatan, perencanaan kesehatan,
pencapaian program meliputi SPM dan MDGs.

Masih adanya pemberian pelayanan kesehatan yang belum sesuai
dengan standart pelayanan, oleh karena rendahnya tingkat kepatuhan
sebagian petugas terhadap Standart Operasional Prosedur (SOP);

Lemahnya pelaksanaan “ Reward and Punishment “ dalam pengelolaan
Sumber Daya Manusia di lingkungan Dinas Kesehatan dan jaringannya;
Masih adanya petugas yang tidak berdomisili diwilayah kerja;

Pendataan Keluarga Sejahtera (KS) dalam rangka mendukung Program

Indonesia Sehat dengan pendekatan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) pada
tahun 2017 masih 20%.
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3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
1. Menurut UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Perangkat Daerah,
khusunya pasal 272 ayat 1 s/d 3 yaitu :

- (1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan
berpedoman pada RPJMD.

- (2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan
Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah

- (3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan
dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program,
dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana
strategis kementerian atau lembaga pemerintah
nonkementerian  untuk  tercapainya sasaran pembangunan
nasional.

Berdasarkan uraian diatas dimaksudkan bahwa Perangkat Daerah
termasuk unsur dibawahnya (UPT/UPTD) tidak diwajibkan membuat
Visi, Misi, tetapi dalam merumuskan tujuan, sasaran dan program
secara langsung maupun tidak langsung mendukung Visi, Misi Kepala

daerah.

Visi Kabupaten Malang periode 2016-2021 adalah ”"MADEP
MANTEB MANETEB?”.

Dilihat dari Visi Kabupaten Malang tersebut, dari bidang
kesehatan yang berkaitan erat dengan tupoksi Bidang Kesehatan yaitu
»MANETEB” yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas
sumber daya manusia dan hasil-hasil pembangunan yang ditandai
dengan semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia
strategi diarahkan pada penguatan lembaga pelayanan kesehatan untuk
kemudahan masyarakat mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan
yang mudah dijangkau. Adapun pembangunan manusia mempunyai
empat elemen yaitu produktivitas, pemerataan, berkelanjutan dan
pemberdayaan. Dengan peningkatan kemampuan , kreativitas dan
produktivitas manusia akan meningkat sehingga mereka akan menjadi

agen pertumbuhan yang efektif.
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Kemudian Misi 3 RPJMD Kabupaten Malang yang mempunyai
kaitan erat dan juga menjadi tupoksi Dinas Kesehatan adalah Melakukan
percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan
ekonomi guna meningkatan Indeks Pembangunan Manusia dengan
salah satu indikatornya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
khususnya di bidang kesehatan. Dengan semakin meningkatnya indeks
kesehatan masyarakat dapat menggambarkan juga semakin produktif

dan semakin masyarakat mempunyai tingkat daya saing yang tinggi.

Faktor- faktor kendala yang dapat mempengaruhi visi misi
Kabupaten Malang adalah beban pembiayaan kesehatan masyarakat
yang semakin tinggi khususnya masyrakat miskin, kondisi lingkungan
perumahan yang tidak sehat dan perubahan musim yang dapat
menimbulkan potensi timbulnya atau meluasnya penyakit menular, dan
atau bencana yang dapat menyebabkan Kejadian Luar Biasa (KLB), dan
perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung upaya program

kesehatan;

Adapun keterkaitan Visi, Misi (RPJMD) sampai dengan Renstra
Dinas Kesehatan, Renstra Puskesmas dan E-Budgeting dapat

digambarkan sebagai berikut :

KETERKAITAN RPJMD, RENSTRA DINKES, RENSTRA PUSKESMAS DAN E-BUDGETING

o - — o~ o———— ~ P —_—————— — i —— =
t RPIMD - { RENTRA DINKES RENSTRA PUSKESMAS { RUK,RBA/E-BUGETING
VISI ADA 1 TUJUAN TUJUAN
i j Meningkatkan kualitas pelayanan
MADEP, MANTEP, MANETEP Meningkatkan derajat kesehatan g an kuall pelay: DINAS KESEHATAN ( 13 Program)
l masyarakat sehatan
i ) INDIKATOR TUJUAN : Sbermm s S,
MISL 3 Indikator Tujuan : 1. Program Penunjang Operasional dan
- . . Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja UPT / UPTD
Melakukan percepatan Angka Usia Harapan Hidup | kesehatan di Pusk nes
pelayanan kesehatan di Fuskesmas .... 2. Program Peningkatan Pelayanan BLUD
pembangunan di bidang l i
pendidikan, kesehatan, dan I&'F_S
. R PUSRESMAS
ekonomi guna meningkatkan ADA 3 SASARAN. SASARAN PROGRAM
Indeks Pembangunan Manusia Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas Meningkatnya kualitas pelay 1. Program Penunjang Operasional dan
T pelayanan kesehatan kesehatan Kinerja UPT / UPTD
2. Program Peningkatan Pelayanan BLUD
TUJUAN.1 INDIKATOR SASARAN : INDIKATOR SASARAN : o8 " =
Meningkatkan kualitas sumber Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Cakupan UKM, UKP, dan Manajemen KEGIATAN :
daya manusia pelayanan kesehatan i PUSK. NON BLUD :
INDIKATOR TUJUAN : 1. Operasional dan pemeliharaan
o Puskesmas [ Retribusi)
G E e gvunan LIEIIELE l PROGRAM 2. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas
PROGRAM 1. Program Penunjang Operasional 3. Penyelenggaraan Biaya Operasional
S 13 PROGRAM , 2 Program antara lain dan Kinerja UPT / UPTD Kesehatan (BOK-DAK)
e d“T‘ == untuk Puskesmas Non BLUD dan 2. Program Peningkatan Pelayanan
masyarakat Puskesmas BLUD BLUD PUSK. BLUD :
4. Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD
INDIKATOR SASARAN : Puskesmas
- Angka Usia Harapan Hidup
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3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renatra Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015- 2019 tidak
ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik
Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong- royong”

Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkonstribusi
dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama terutama dalam
meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Terdapat dua Tujuan pada Renstra Kementerian Kesehatan tahun
2015-2019, yaitu: 1) Meningkatnya status kesehatan masyarakat dan; 2)
Meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan

masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan.

Dilihat dari Tujuan yang ada pada Renstra Kemeterian Kesehatan
tersebut, sudah sejalan dengan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten
Malang yang mana Tujuan pada Renstra Dinas Kesehatan sejumlah enam
Tujuan semuanya mendukung Tujuan Renstra Kementerian Kesehatan
yaitu 1) meningkatnya status kesehatan masyarakat dan; 2)

meningkatnya daya tanggap atau daya saing,

Kendala yang mungkin terjadi adalah Pendampingan Pembiayaan
Kesehatan, khususnya pembiayaan masyarakat miskin, yang ternyata
juga masih banyaknya masyarakat miskin yang belum tercakup oleh
pembiayaan pusat, kemudian bantuan operasional kesehatan, khususnya
terkait dengan rencana pendapatan daerah bidang kesehatan. Sedangkan
kendala lain adalah pembiayaan yang bersumber dari Kementerian
Kesehatan atau APBN yang sudah teralokasikan kegiatannya, sehingga
Kabupaten tidak bisa mengalokasikan pembiayaan sesuai dengan potensi,
kebutuhan dan permasalahan daerah. Namun demikian anggaran yang
turun dari kementerian kesehatan tentunya juga sebagai pendorong dalam

pembangunan kesehatan di daerah.
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Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan
Kabupaten Malang Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Permasalahan Sebagai Faktor
Jangka
No Menengah Pelayanan SKPD
g Kabupaten PENGHAMBAT PENDORONG
Renstra K/L
(1) (2) (3) (4) (5)
Renstra 1. Lemahnya Belum sinkronnya Akreditasi
Kementerian sinkronisasi menu program pusat institusi
Kesehatan perencanaan dan dengan prioritas pendidikan
penganggaran daerah kesehatan
pusat dan daerah
dalam hal Belum ada Regulasi tentang
standarisasi Internship lulusan

keterkaitan
program dan
pendanaan

2. HKualitas lulusan
tenaga kesehatan
belum siap pakai

3. Efektifitas dan
efisiensi
pemanfaatan
anggaran yang
seringkali tidak
tepat waktu

4, Akreditasi,
sertifikasi dan
registrasi menjadi
kewenangan pusat

kompetensi lulusan
tenaga kesehatan

Pernebitan e-katalog
dan alat kesehatan
dari LKPP tidak tepat
waktu

Belum optimalnya
implementasi
perencanaan melalui
e-planning dan e-
renggar

Banyak daerah sulit
yang tidak termasuk
dalam kategori
DTPK.

Regulasi yang
diterbitkan
Kemenkes hanya
didasarkan pada
standar minimal
belum
mengakomodir
kebutuhan
pengembangan
pelayanan kesehatan
di Kabupaten

dokter umum

UU 14/2008 dan
PP 61/2010
tentang
keterbukaan
informasi publik
mendorong
tranparansi dan
akuntabilitas
Kinerja pelayanan
kesehatan
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Terkait Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dilihat dari Tujuan dan

Sasaran Jangka Menengah masih ada korelasinya dengan Tujuan dan Sasaran

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, adapun korelasi Tujuan dan

Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

dengan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Malang sebagai berikut :

DENGAN RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG

KORELASI SASARAN JANGEA MENENGAH RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

makanan bermutu,
bermanfaat, dan aman

farmasi,yang memenuhi
syarat

Terwujudnya Sumber
daya keachatan yang
memadai, proporsional,
dan profesional

Terpenuhinya Rasio
tenaga keschatan
strategis terhadap
100,000 penduduk

Meninghkatnya
pembiayaan kesehatan

SASARAN SASARAN
INDIKATOR INDIKATOR PROGRAM
NO | RENSTRA DINEKES SA RENSTRA DINKES SA ORITAS
PROVINSI EAB. MALANG

Meningkatnya Upaya Menurunnya Angka Angka kematian ibu per |Program Peningkatan
Pelayanan kcsfr:hat;n Angka Kematian Tbu Kematian [bu (AKI dan | 100,000 Kelahiran keschatan masyarakat
yvang bermutu dan dan Angka Kematian Angka Kematian Bayi Hidup.[}{H], .-'-'1.1.1|:;}-:a
terjangkau bagi Bayi [AKE| Kematian Bayi [AKB|
masyarakat : per 1.000 Kelahiran

1 Hidup (KH)

) ) Program Pemberdayaan
E{:mngkaltn)'a Upaya Persentase Balita Gizi ["'1_953"3"3]‘“ dan
CDETHFU .al.'q:;a:n Buruk dan Presentase Lingkungan
ma%a A0 BIE yang Balita Stunting
optimal
) ) Persentase Meningkatnya kualitas | Kepuasan Masyarakat
Meningkatnya Upaya penanggulangan KLB  |pelayanan keschatan terhadap pelayanan
Pengendalian penyalkit . FProgram Upaya
skala provinsi dalam keschatan
dan masalah kesehatan <48 jam. Persentase Pelayanan Kesehatan
akibat bencana S Jam,
screening FTM
Meningkatnya Akses Persentase akses :;-::_E,ram pcn-:c]ga e
pada lingkungan yang  |[sanitasi dasar (jamban " p-r:L.ian_qgu AMEAD
sehat schat) penyakit menular dan
tidak menular

Meningkatnya Sediaan n t di

o farmasi, alkes, dan Eracmlase sclaan Program Sumber Daya

Keschatan

Program Pembinaan
Lingkungan Sosial

Program Peningkatan
Pelayan Puskeamas [
UFT
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3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis

Program  pembangunan  kesehatan yang  diselenggarakan
diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap
terbentuknya lingkungan dan perilaku sehat . Secara mikro, semua
kebijakan pembangunan kesehatan yang sedang dan atau akan
diselenggarakan harus dapat makin mendorong meningkatnya derajat
kesehatan seluruh anggota masyarakat. Didalam kerangka ini perlu
dilakukan kegiatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dan Peningkatan
Kesehatan Lingkungan Khususnya lingkungan pemukiman penduduk.
Sebagai pendorong dalam hal ini adalah terlibatnya semua sektor yang
lain dalam mendukung peningkatan kesehatan lingkungan dan perilaku
hidup bersih dan sehat dengan program-programnya. Sedangkan kendala
yang mungkin terjadi adalah penebangan, pembabatan hutan atau
penjarahan yang tidak teratur dan terarah akan mengakibatkan ekosistem
makhluk hidup berubah yang mempengaruhi kehidupan dan lingkungan
manusia sehingga dapat mengganggu kesehatan manusia dan dapat
menimbulkan penyakit yang dulunya sudah berkurang atau tidak ada

menjadi meningkat atau muncul kembali.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari uraian tersebut diatas, maka isu-isu strategis yang dihadapi
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk lima tahun mendatang
adalah:

1. Adanya 9 Agenda Prioritas (NAWA CITA), Agenda ke 5 : Meningkatkan
kualitas hidup manusia Indonesia dengan Program Indonesia Sehat (PIS)
melalui Pendekatan Keluarga

2. Pemerataan Pelayanan
Keterjangkauan akses pelayanan kesehatan ke masyarakat dan
masyarakat ke pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam kemudahan

masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkeadilan
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. Kualitas Pelayanan
Keterjangkauan Kualitas pelayanan kesehatan pada semua jenjang
pelayanan baik pemerintah atau swasta dalam mendukung pencapaian
program-program kesehatan.

. Pembiayaan Kesehatan
Dukungan Peraturan Perundangan bidang kesehatan khususnya dalam
meningkatkan pembiayaan kesehatan khususnya masyarakat miskin

. Pemberdayaan Masyarakat
Promosi dan Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dalam
mendukung kemandirian masyarakat untuk hidup sehat dan produktif.

. Sanitasi Lingkungan
Kualitas Lingkungan Perumahan dan Tempat-Tempat Umum yang
berpotensi terhadap timbulnya kasus penyakit menular.

. Informasi Kesehatan
Sistem Informasi Kesehatan dan surveilans epidemiologi penyakit
berbasis masyarakat.

. Kualitas Sumberdaya
Peningkatan Sumber Daya Kesehatan yang merata dan berkeadilan di
masyarakat.

. Penanggulangan Gizi :
Peningatan kwalitas kesehatan dalam rangka penurunan gizi buruk dan

stunting.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan
4.1.1. Tujuan
Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Malang yang

mempunyai makna :

1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu sampai tahun berakhir renstra.

2) Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan
yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi.

3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan
strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan

kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.

Adapun Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Malang ialah untuk mendukung Misi Nomor 3 Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang
“Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan,
kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan
Manusia” dengan Tujuan (RPJMD) yaitu “Meningkatkan kualitas
sumber daya manusia “ dengan Sasaran (RPJMD) Yaitu
“Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat “ dengan Indikator

Sasaran Yaitu : “Angka Usia Harapan Hidup*

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi
tersebut maka Dinas Kesehatan dalam mewujudkan Misi Kabupaten
Malang menetapkan Tujuan, sebelum perubahan adanya perubahan
Renstra tujuan yang tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan sebanyak
10 (sepuluh) tujuan setelah dilakukan perubahan Renstra tujuan yang
tertuang dalam Renstra menjadi 1 (satu) Tujuan yaitu : ?Meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat”

Untuk terselenggaranya pembangunan kesehatan di Kabupaten
Malang secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka mencapai

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tinggi tersebut melalui :
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1) Meningkatkan Jangkauan pelayanan kesehatan ke masyarakat dan
masyarakat ke pelayanan kesehatan.

2) Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit
menular.

3) Meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan

4) Meningkatkan Sistem Kewaspadaan Dini Bidang Kesehatan

5) Meningkatkan upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat.

6) Meningkatkan pengembangan sumber daya kesehatan

7) Meningkatkan manajemen dan sistem informasi kesehatan.

Pembangunan kesehatan yang berhasil-guna dan berdaya-guna
dapat dicapai melalui pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan, serta
pemantapan fungsi-fungsi administrasi kesehatan yang didukung oleh
sistem informasi kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan,
serta hukum kesehatan.

Fungsi-fungsi administrasi kesehatan tersebut, terdiri dari
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta pertanggungjawaban

penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan
menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan tindakan yang
akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang
ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program
operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci,
dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan
bagian dari proses perencanaan strategis dengan focus utama berupa
tindakan pengalokasian sumberdaya organisasi kedalam strategi organisasi.
Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi criteria specific,
measurable, agresive but attainable, result oriented dan time bond. Guna
memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan
penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang
dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian
sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan

pencapaian sasaran.
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Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan berdasar makna

sasaran diatas maka Dinas Kesehatan menetapkan Sasaran pada perubahan

Renstra tahun 2016 — 2021 sejumlah 3 (tiga) sasaran dengan indicator

sasaran sebanyak 3 (tiga ) sebagai berikut :

Tujuan yaitu Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan Sasaran :

1.

Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum dan sumber
daya aparatur yang handal dan akuntabel, dengan Indicator Sasaran
“Persentase administrasi umum yang dikelola dan persentase kinerja
aparatur yang dikelola”

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dengan Indikator Sasaran
: “Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan”
Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi
(AKB), dengan Indikator Sasaran : “Angka kematian ibu per 100.000
Kelahiran Hidup (KH) dan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000
Kelahiran Hidup (KH)”

Berkaitan dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

serta berdasar uraian tujuan dan sasaran tersebut diatas maka Renstra Dinas

Kesehatan lebih banyak mendukung pada Program “Prioritas Penurunan

Angka Kemiskinan

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran perubahan Renstra Dinas Kesehatan

Kabupaten Malang Tahun 2016 — 2021 dapat dilihat pada tabel 4.1.
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TABEL : 4.1.

TUJUAN DAN SASARAN JANGEA MENENGAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG
TAHUN 2018 - 2021

KONDISI
AWAL TARGET INDIKATOR KINERJA
AKHIR
NO MISI RPJMD TUJUAN SASARAN TUJUANK PD INDIEATOR SASARAN PD INDIEATOR SASARAN FORMULA KINERJA PERIODE
RPJMD RPJMD TUJUAN FD RENSTRA
TAHUN 2018 2019 2020 2021
2017
Melakukan
percepatan
pembangunan
di bidang . .
ML than |M tn;
pendidikan, ku:n]i!ti::a y d:;;:fh ¥ |Meningkatkan Angka Usia
i *
1 kenelmn.ul, dan sumber daya |kesehatan derajat kesehatan Harapan Hidup 72,01 72,15 72,30 72,45 72,60 72,60
ekonomi g manusia masyarakat yarakat
meningkatkan ¥
Indeks
Pembangunan
Manusia
1. Meningkatnya kualitas L . |Jumlah administrasi umum dan
iz . Persentase administrasi R P,
pengelolasn administragi umum vane dikelola dan kinerja aparatur vang dikelola
umum dan sumber daya rscm—ascgl-cincr's dengan baik dan benar dibagi 100% 100% 100% 100% 100% 100%
aparatur yang handal dan Ec ratur van djlkclnla jumlah administrasi umum dan
akuntabel b yang kinerja aparatur kali 100%
5 Memingkat Cualit Survey Kepuasan 'Ti.atal :I'.Ii|19:i persepsi per 1.'.:n21..1r_
. ening ]‘: "3": ualitas |y rasyarakat terhadap |0 2@ Total umsur yang teriai 76,46 75,5 76 76,5 77 77
pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan x nilai penimbang x 25
R Jumlah kematian ibu hamil,
;;::’;::;i}a\;;’“::n ‘Eﬁ?ﬁ;‘;ﬁ:‘;ﬁ :ﬁ melahirkan dan nifas dibagi 118 / 118 / 118 / 118 / 118 / 118 /
) .':" y ) - P | jumlah kelahiran hidup X 100.000 KH | 100.000 KH | 100.000 KH| 100.000 KH | 100,000 KH| 100.000 KH
Angka Kematian Bayi [AKB] |[KH]
100.000 KH
I:EETB E:TEE;" Bayl | imlah kematian bayi di bagi 24/ 1.000 |24, 1.000 |24/ 1.000 |24/ 1.000 |24 ; 1.000 | 24 1.000
’ P : kelahiran hidup X 1000 KH KH KH KH KH KH KH

Kelahiran Hidup [KH]
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4.2. Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Kesehatan

Kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Malang
diarahkan untuk meningkatkan jangkauan akses kemudahan dan
kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat yang berkeadilan dan
mandiri dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan pelayanan
kesehatan, status kesehatan dan gizi masyarakat antar wilayah, ras,

gender dan status sosial/ekonomi.

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan
strategi organisasi yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai
upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan
memperhatikan ketersediaan sumberdaya organisasi. Sebagai satu cara
untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi, maka strategi yang
ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malang adalah sebagai
berikut :

a. Peningkatan Jangkauan dan Mutu Upaya Pelayanan Kesehatan.

Peningkatan Mutu Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang
dipadukan secara serasi dan seimbang dengan peningkatan Mutu
Upaya Kesehatan Perorangan (UKP). Di samping itu upaya
kesehatan bagi penduduk miskin, penanggulangan bencana dan
kejadian luar biasa (KLB) Penyakit, penanggulangan masalah gizi
pada balita dan ibu, serta pencegahan dan pemberantasan
penyakit menular yang mempunyai komitmen regional dan global
mendapat pengutamaan, dan penanganan secara kewilayahan,
tanpa mengabaikan kerjasama yang sinergis dengan pemerintah di
tingkat kecamatan dan desa melalui kerjasama lintas sektor, dan
masyarakat termasuk swasta. Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kesehatan (UPTD) khususnya Puskesmas, harus mampu
memberikan pelayanan dasar yang bermutu yang diperlukan oleh

masyarakat.
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b. Penggalangan Kemitraan Lintas Sektor

Untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan
kesehatan di Kabupaten Malang, diperlukan kerja sama lintas
sektor yang mantap. Demikian pula optimalisasi pembangunan
berwawasan kesehatan yang mendukung tercapainya tujuan
pembangunan kesehatan, menuntut adanya penggalangan
kemitraan lintas sektor dan segenap potensi daerah. Kebijakan dan
pelaksanaan pembangunan sektor lain perlu memperhatikan

dampak dan mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan.

Untuk itu upaya sosialisasi masalah-masalah dan upaya
pembangunan kesehatan kepada sektor lain perlu dilakukan
secara intensif dan berkesinambungan. Kerja sama lintas sektor
harus dilakukan sejak perencanaan dan penganggaran,
pelaksanaan dan pengendalian, sampai pada pengawasan dan

penilaiannya.

c. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Swasta

Dalam era reformasi, masyarakat dan swasta harus
didorong agar dapat berperan aktif dalam pembangunan
kesehatan, dimulai sejak penyusunan berbagai kebijakan
pembangunan kesehatan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan
dengan mendorong masyarakat dan swasta agar mampu secara
mandiri menjamin terpenuhinya kebutuhan kesehatan dan
kesinambungan pelayanan kesehatan.

Dalam pemberdayaan masyarakat perlu terus
dikembangkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta
Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), dalam rangka
mewujudkan ”"Desa Siaga” menuju Desa Sehat. Pengembangan
Desa Siaga harus melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
utamanya PKK, organisasi keagamaan, dan sektor swasta.

Keberhasilan Desa Siaga ditandai oleh antara lain berkembangnya
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perilaku hidup bersih dan sehat, serta dikembangkan dan
beroperasinya UKBM yang mampu

memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif, keluarga
berencana, perawatan kehamilan dan pertolongan persalinan, gizi,

dan penanganan kedaruratan kesehatan.
. Peningkatan Pengembangan Sumberdaya Kesehatan

Agar pembangunan kesehatan di Kabupaten Malang dapat
terselenggara secara berhasil-guna dan berdaya-guna, diperlukan
sumberdaya manusia kesehatan yang bermutu serta berakhlak
baik. Dalam pengembangan sumberdaya manusia kesehatan,
Dinas Kesehatan melaksanakan perencanaan kebutuhan
sumberdaya manusia kesehatan dalam lingkup Kabupaten
Malang, dan dilakukan melalui perencanaan kebutuhan tenaga
kesehatan yang mendasarkan pada pendekatan beban fungsi dan
standar kebutuhan minimal kebutuhan tenaga kesehatan
menurut jenisnya di tiap unit pelayanan secara terintegrasi, dan

terpadu, serta pendayagunaannya yang adil dan merata.

Pengembangan sumberdaya manusia kesehatan dilakukan
melalui pemantapan kerja sama lintas sektor dan peran aktif
masyarakat dan swasta. Pengembangan sumberdaya manusia
kesehatan juga diarahkan agar mempunyai daya saing yang kuat
dalam menghadapi globalisasi yang merupakan tantangan

sekaligus peluang pembangunan kesehatan di Kabupaten Malang.

Pengembangan Upaya dan Pembiayaan Kesehatan

Khususnya Masyarakat Miskin

Di bidang penganggaran dan pembiayaan pembangunan
kesehatan, maka guna menjamin ketersediaan sumberdaya
pembiayaan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang akan

melakukan advokasi dan sosialisasi kepada para penyandang dana
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baik pemerintah maupun masyarakat termasuk swasta, dalam
upaya menggalang sumber-sumber pembiayaan kesehatan,
sehingga dapat tersedia pembiayaan kesehatan dalam jumlah yang
mencukupi dan teralokasikan secara adil serta dapat
dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Anggaran
Dinas Kesehatan Kabupaten Malang bersumber APBD (DAU),
APBD I, APBN, dan Bantuan Luar Negeri (BLN). Anggaran ini di
samping dipergunakan untuk pembinaan dan pengembangan
pembangunan kesehatan, juga diarahkan wuntuk pelayanan
kesehatan bagi penduduk  miskin, membantu dalam
penanggulangan bencana dan kejadian luar biasa (KLB) penyakit,
peningkatan surveilans dan penanggulangan penyakit menular

dan gangguan gizi.

Di bidang logistik kesehatan, untuk menjamin sumberdaya
obat dan perbekalan kesehatan, dilaksanakan perencanaan dan
pengadaan dalam penyediaan dan distribusi obat dan perbekalan
kesehatan, sehingga akan tersedia obat dan perbekalan kesehatan
yang aman, bermutu dan bermanfaat, serta terjangkau oleh
segenap lapisan masyarakat. Dinas Kesehatan mengupayakan
pula menjamin tersedianya “buffer stock” obat sangat essensial,
dan kebutuhan obat untuk penanggulangan bencana, serta obat
program pemberantasan penyakit menular dan perbaikan gizi.

Tersedianya Obat Pelayanan Kesehatan dasar minimal 90 %

Dari uraian strategi diatas ditetapkan pula kebijakan -
kebijakan untuk mendukung strategi tersebut yang antara laian

sebagaiberikut :

a. Peningkatkan kwalitas perencanaan, evaluasi dan pelaporan

organisasi
b. Peningkatkan efisiensi dan efektifitas anggaran

c. Peningkatan kuantitas dan kualitas faskes
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Pemenuhan sumber daya kesehatan baik fisik maupun

manusianya di faskes

Pemenuhan jaminan pembiayaan penduduk dan khususnya

masyarakat miskin dan tdak mampu

Peningkatkan stategi upaya pengendalian kematian Ibu dan

Bayi

Peningkatan komitmen, kemitraan dan peranserta antara

pemerintah, swasta, lembaga masyarakat

Peningkatan kerjasama antar perangkat daerah baik vertikal

maupun horisontal
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Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

NO

TUJUAN RPJMD

SASARAN RPJMD

TUJUAN PD

SASARAN PD

STRATEGI

KEBIJAKAN

PRGOGRAM PRIOROTAS

Meningkatkan
kualitas sumber
daya manusia

Meningkatnya
derajat
kesehatan
masyarakat

Meningkatkan
derajat keschatan
masyarakat

1. Meningkatnya
kualitas pengelolaan
administrasi umum dan
sumber daya aparatur
yvang handal dan
akuntabel

Peningkatan lkwalitas
Sistem Akuntabilitas
Hinerja Instansi
Pemerintah (SAKIF)

Peningkatkan kwalitas
perencanaan, evaluasi
dan pelaporan
organisasi

[. Frogram Pelayanan
Administrasi Perkantoran

Peningkatkan
clfisiensi dan efektifitas

anggaran

I[I. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana

Aparatur

IIl. Frogram Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatuar

IV. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan

%. Program
Pengembangan
Perencanaan, evaluasi dan
pelaporan Kesehatan
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2. Meningkatnya
kualitas pelavanan

Peningkatan jangkauan
dan upaya pelayanan

Peningkatan kuantitas
dan kualitas faskes

W1 Program Penunjang
Operasional dan Kinerja

kesehatan kesehatan UFT / UFTD
Peninekat Pemenuhan sumber
nin an
B daya keschatan baik  [VIL Program Upaya
pengembangan -

sumberdaya kesehatan

fisik maupun
manusianya di faskes

Pelayanan Kesehatan

Pengembangan upaya
dan pembiayaan
keschatan khususnya
masyarakat miskin

Pemenuhan jaminan
pembiayaan
penduduk dan
khususnya
masyarakat miskin
dan tdak mampu

WIII. Program pencegahan
dan penanggulangan
penyakit menular dan
tidak menular

[X. Program Sumber Daya
Keschatan

X. Program Pembinaan
Lingkungan Sosial

XI. Program Peningkatan
Pelayanan BLUD

XII. Program Peningkatan
Pelayan Puskesmas J UPT
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3. Menurunnya Angka
Kematian Ibu (AKI dan
Angka Kematian Bayi

Peningkatan
pengendalian kematian

Peningkatkan stategi
upaya pengendalian

XII. Program Peningkatan
kesehatan masyarakat

(AKE] ibu dan bayi kematian [bu dan Bayi
Peningkatan
Peningkatan komitmen, kemitraan (XIV. Program
' dan peranserta Pemberdayaan
pemberdayaan

masyarakat dan swasta

antara pemerintah,
swasta, lembaga
rmasyarakat

Masyarakat dan
Lingkungan

Penggalangan
kemitraan lintas seltor

Peningkatan
kerjasama antar
perangkat dacrah
baik vertikal maupun
horizontal
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BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

5.1.

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,

dan Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan
indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya, maka Dinas
Kesehatan Kabupaten Malang menetapkan program operasional
organisasi yang mana sebelum perubahan Renstra jumlah program
sebanyak 20 (dua puluh) dengan kegiatan sebanyak 117 (seratus
tujuh belas), setelah adanya perubahan Renstra jumlah Program
untuk tahun 2019 menjadi 13 (tiga belas) dengan kegiatan sejumlah
88 (delapan puluh delapan), sedangkan untuk tahun 2020 sampai
dengan 2021 di karenaka semua UPT Puskesmas akan di jadikan
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka Program dan Kegiatan
harus disiapkan sejak awal, sehingga jumlah program di tahun 2020
menjadi 14 (empat belas) program, dengan kegiatan sejumlah 87
(delapan puluh tujuh) kegiatan. Adapun sejumlah 2 (dua) Program di
tahun 2020 yaitu Program Program Penunjang Operasional dan
Kinerja UPT/UPTD dan Program Peningkatan Pelayanan BLUD sudah
tidak digunakan lagi (tidak dianggarkan lagi ) karena Program dan
Kegiatan tersebut dijadikan satu dengan Program Baru yaitu Program
Peningkatan Pelayan Puskesmas / UPT, untuk lebih jelasnya dapat

dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa administrasi Keuangan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Alat tulis kantor

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor nyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
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Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan Daerah

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan Gedung Kantor

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Pendidikan dan Pelatihan Formal
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Pengembangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Program Pengembangan Perencanaan, evaluasi dan pelaporan
Kesehatan

- Perencanaan , evaluasi, pelaporan dan informasi kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan BLUD

Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Dampit

Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Dau

Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Donomulyo

Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Gondanglegi
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Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Kasembon
Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Kepanjen
Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Singosari
Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Sumberpucung
Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Tumpang
Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Turen

. Program Penunjang Operasional dan Kinerja UPT / UPTD

Operasional dan pemeliharaan Puskesmas

Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Ampelgading
Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Ardimulyo
Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Bantur
Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Bululawang
Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Dampit
Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Dau
Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Donomulyo
Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Gedangan
Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Gondanglegi
Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Jabung
Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Kalipare
Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Karangploso
Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Kasembon
Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Kepanjen
Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Ketawang
Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Kromengan
Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Lawang
Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Ngajum
Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Ngantang
Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Pagak
Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Pagelaran
Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Pakis
Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Pakisaji
Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Pamotan
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- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Poncokusumo

- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Pujon

- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Singosari

- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Sitiarjo

- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas SumbermanjingKulon
- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas SumbermanjingWetan
- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Sumberpucung

- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Tajinan

- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Tirtoyudo

- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Tumpang

- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Turen

- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Wagir

- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Wajak

- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Wonokerto

- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Wonosari

- Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas BP Yankes

Layanan Labolatorium Kesehatan

- Layanan Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan

. Program Peningkatan Pelayan Puskesmas / UPT

- Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Dampit

- Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Dau

- Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Donomulyo

- Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Gondanglegi
- Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Kasembon

- Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Kepanjen

- Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Singosari

- Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Sumberpucung
- Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Tumpang

- Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Turen

- Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Ampelgading
- Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Ardimulyo

- Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Bantur

- Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Bululawang

- Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Gedangan
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Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Jabung
Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Kalipare
Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Karangploso
Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Ketawang
Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Kromengan
Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Lawang
Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Ngajum
Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Ngantang
Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Pagak
Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Pagelaran
Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Pakis
Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Pakisaji
Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Pamotan
Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Poncokusumo
Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Pujon
Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Sitiarjo
Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas SumbermanjingKulon
Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas SumbermanjingWetan
Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Tajinan
Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Tirtoyudo
Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Wagir
Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Wajak
Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Wonokerto
Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Wonosari
Kegiatan Pendukung Pelayanan BP Yankes

Layanan Labolatorium Kesehatan

Layanan Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan

. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Peningkatan kesehatan keluarga.

Penyelenggaraan Jampersal (DAK)

Upaya Penanggulangan Gizi

Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Pengembangan lingkungan sehat, kesehatan kerja dan kesehatan

olah raga.
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10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan

11.

12.

13.

14.

Tidak Menular

Peningkatan Surveillance dan Imunisasi,

Pencegahan dan pengendalian penyakit menular

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
kesehatan jiwa

Program Upaya Pelayanan Kesehatan

Pelayanan Kesehatan Primer.

Pelayanan Kesehatan Rujukan

Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin

Pelayanan Kesehatan Tradisional

Program Sumber Daya Kesehatan

Penyediaan Penyediaan, pembinaan dan pengawasan obat,
perbekalan kesehatan, obat tradisional, kosmetika dan makanan
minuman (APBD II & DAK)

Upaya Penyediaan , pembinaan dan pengendalian Alat Kesehatan,
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Dan Sarana Prasarana
Kesehatan (APBD.II, DAK,Pajak Rokok)

Pengembangan Sumber daya Aparatur Kesehatan

Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana prasarana fasilitas
kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang
didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pembayaran iuran
Jaminan Kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan
hubungan kerja

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan
Pengembangan Lingkungan Sehat, Kesehatan Kerja dan Kesehatan
Olah Raga

Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Penguatan Ponkesdes dan Posyandu (Bantuan Provinsi)

Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan (BOK-DAK)
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Terkait Puskesmas yang sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD), sementara sampai tahun 2018 Puskesmas BLUD di lingkungan
Dinas Kesehatan Kabupaten Malang sejumlah sepuluh (10) Puskesmas,
diupayakan pada tahun 2020 semua Puskesmas akan menjadi Puskesmas
BLUD. Adapun tatakelola dan lain - lainnya yang berkaitan dengan
Puskesmas BLUD mengacu pada Permenkes Nomor 61 Tahun 2017 Tentang
Puskesmas BLUD dan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah serta Peraturan Bupati Nomor : 188.45/
/KEP/35.07.013/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
Daerah Puskesmas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Malang, serta
paraturan — peraturan lain yang mendukungnya

Adapun indikator kinerja dan pendanaan indikatif selama 5 (lima)
Tahun mendatang diharapkan dapat mampu meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat di kabupaten Malang tahun 2016 - 2021, adapun

rencana kinerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 5.1
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36. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas

Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa

AFBD

2 jeni 1.014.225.559 2 jen 1.460.000.000) 2 jeni 902.389.000| 0 jen j 2 jen 3.076.614.559)
Ketawang sarana Puskesmas Ketawang Ly Kabupalen A kg 1esa fents kg
37. Pelayanan JKN kapitasi FKTF Puskesmas | Jumiah dukungan jasa pelayanan dan jasa 2 jenis 932.704.948| 7B 2 jenis 623361200 2 jenis 756.150.000( 0 jenis 0 jenis 2 jenis 2512.236.148
Kromengan sarana Puskesmas Kromengan Kabupalen
38. Pelayanan JKN kapitasi FKTF Puskesmas | Jumiah dukungan jasa pelayanan dan jasa 2 jenis 2027 709 668|750 2 jenis 1944000000 2 jenis 1944000000 0 jenis 0 jenis 2 jenis 5815709668
Lawang sarana Puskesmas Lawang Kabupalen
39. Pelayanan JKN kapitasi FKTF Puskesmas | Jumiah dukungan jasa pelayanan dan jasa 2 jenis 1.754.704.575| A7E0 2 jenis 1645551000 2 jenis 1664508.000) 0 jenis 0 jenis 2 jenis 5.064.763.575
Nagajum sarana Puskesmas Ngajum Kabupalen
40. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas |.Jumiah dukungan jasa pelayanan dan jasa 2 jenis 2 p3a g57.142| 7B 2 jenis 1843200000 2 jenis 1.844.000.000] 0 jenis 0 jenis 2 jenis 5 820 857.142|
Ngantang sarana Puskesmas Ngantang Kabupalen
41. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas |.Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa 2 jenis 858.835.005| A7 50 2 jenis 816.000.000| 2 jenis B4G000.000| 0 jenis 0 jenis 2 jenis 2 520.835.005
Pagak sarana Puskesmas Pagak Kabupalen
42. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas |.Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa 2 jenis 2.015.054.378| 750 2 jenis 1649.640.000] 2 jenis 1.900.440.000 0 jenis 0 jenis 2 jenis 5566.134.276|
Pagelaran sarana Puskesmas Pagelaran Kabupalen
43. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskssmas |Jumish dukungan jasa pelayanan dan jasa 2 jenis 3.176.281.674| B0 2 jenis 2.984.764.300)  2jenis 3.024.000.000]  2jenis 2 jenis 2 jenis 9.185.045.874|
Pakis sarana Puskesmas Pakis Kabupaten
44. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskssmas |Jumish dukungan jasa pelayanan dan jasa 2 jenis 2.553.441.454| 700 2 jenis 2215954.800)  2jenis 1.858.068.000| 0 jenis 0jenis 2 jenis 6.627 464,254
Pakisaji sarana Puskesmas Pakisaji Kabupaten
45. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskssmas |Jumish dukungan jasa pelayanan dan jasa 2 jenis 1.490.750.848| B0 2 jenis 1.506.000.000 2 jenis 1.488.000.000| 0 jenis 0jenis 2 jenis 4.484.750.448)
Pamotan sarana Puskesmas Pamotan Kabupaten
48. Palayanan JKN kapitasi FKTP Puskasmas |Jumish dukungan [asa pelayanan dan jasa 2 jenis 3.534.142.837| B0 2 jenis 3.826.175.276 2 jenis 2.880.000.000) O jenis 0jenis 2 jenis 10.240.318.113)
Pencokusuma sarana Puskesmas Poncokusumo Kabupalen
47. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskasmas |Jumish dukungan [asa pelayanan dan jasa 2 jenis 2.059.806.750 *7B0 2 jenis 2.075.749.000)  2jenis 2075.749.000) 0O jenis 0jenis 2jenis 6.211.304.750,
Pujon sarana Puskesmas Pujon Kabupalen
48. Palayanan JKN kapitasi FKTP Puskasmas | Jumish dubungan jasa pelayanan dan jasa 2 jenis 903.437.023| 7B 2 jenis 923.638.700) 2 jenis 910980000 O jenis 0 jenis 2 jenis 2.828.055.723
Sitiario sarana Puskesmas Sitiaro Kabupalen
48. Palayanan JKN kapitasi FKTF Puskesmas |.Jumlah dukungan jasa palayanan dan jasa 2 jenis 438.751.373| *FBO 2 jenis 444.804.600) 2 jenis 372000000 O jenis 0 jenis 2jenis 1.255 545,973
SumbermanjingKulon sarana Puskesmas SumbermanjingKulon Kabupalen
50. Pelayanan JKN kapitasi FKTF Puskesmas | Jumiah dukungan jasa pelayanan dan jasa 2 jenis 1.444 382 379 70 2 jenis 1440000000 2 jenis 1408.400.000] 0 jenis 0 jenis 2 jenis 4.293.782.379
SumbsrmanjingWatan sarana Puskesmas SumbermanjingWatan Kabupalen
51. Pelayanan JKN kapitasi FKTF Puskesmas | Jumiah dukungan jasa pelayanan dan jasa 2 jenis 1.564.152.503| B0 2 jenis 1460.000.000( 2 jenis 1353000000 0 jenis 0 jenis 2 jenis 4.377.152.503
Tajinan sarana Puskesmas Tajinan Kabupalen
52. Pelayanan JKN kapitasi FKTF Puskesmas | Jumiah dukungan jasa pelayanan dan jasa 2 jenis 1.824.046.035|*7 B0 2 jenis 1780560000 2 jenis 1780.560.000) 0 jenis 0 jenis 2 jenis 5.385 166035/
Titoyudo sarana Puskesmas Tirtoyudo Kabupalen
53. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas | Jumish dukungan jas pelayanan dan jasa 2 jenis 1.876.653.382| P50 2 jenis 1800.000.000( 2 jenis 1800.000.000) O jenis 0 jenis 2 jenis 5.476.653.382
Wagir sarana Puskesmas Wagir Kabupalen
54. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas | Jumiah dukungan jasa pelayanan dan jasa 2 jenis 2513501 564|750 2 jenis 2280000000 2 jenis 2075875.000) 0 jenis 0 jenis 2 jenis 6.860.566.564
Wajak sarana Puskesmas Wajak Kabupalen
55. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas | Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa 2 jenis a74.115.585 2750 2 jenis 1127232000 2 jenis 800.000.000) 0 jenis 0 jenis 2 jenis 3.001.347 585
Wonokerla sarana Puskesmas Wonakerto Kabupalen
56. Palayanan JKN kapitesi FKTP Puskssmas | Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa 2 jenis 1.237.625.267| 780 2 jenis 1.220.328.000] 2 jenis 1.220.328.000]  Qjenis 0jenis 2 jenis 3.678.281.267
\Wonosari sarana Puskesmas Wonasari Kabupaten
57. Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskssmas | Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa 2 jenis 125.838 652 *7 00 2 jenis 134275200  2jenis 137520000 0O jenis 0jenis 2 jenis 397.633.852
BF Yankes sarana BP Yankes Kabupaten
58, Layanan Labolatorium Kesehatan 30.000.000 270.000.000) 270.000.000) 570.000.000
Jumiah pengadaan bahan habis pakai untuk 1 kali 555.556| 7B 1 kali 5000000  1kah 5000.000( O kai 0 kali 1 kali 10.555.556
medukung operasional labaratorium Kabupalen
Jumiah Pemalinaraan & kalibrasi alat 1 kali 3.122.222| APBOD 1 kali 28.100.000) 1 kah 20000.000)  Okali 0 kali 1 kali 51222222
laboratorium Kabupalen
APED
Pemamtapan Mutu Ekstemal 2 Kai 388,889 2 Kai 3500000 2K 10000.000(  Okiai 0 Kkiai 2 Klai 12.898.889
Kabupalen
Persiapan akreditasi 1 kali 16,666,667 | DAK 1 kali 150000000 1 kali 150.000.000( O kali 0 kali 1 kali 316.666.667
Jumiah Upaya promosi unuk peningkatan 2 kali 2,037 778 A7E0 2 kali 18.340.000 2 kali 10000000 0 kali 0 kali 2 kali 30.377.778
layanan laboratorium Kabupalen
Jumiah Pambelian raagan untuk pemeriksaan 15 janis 5024 444 270 15 janis 45220000  15jenis 60.000.000 0 jenis 0 jenis 15 jenis 110.244 444
sampel air dan makanan Kabupaten
Mumish ksglatan Penirgilanan knmpetarial Sk Zkali 2.204 444|750 2 kali 18840000 Zkai 15000000 O kaii 0 kali Zkali 7,044,444
dalam mandukung layanan laboratorium Kabupalen
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Jumlah Pemantauan KIPI + BIAS DT-TT survim 48 kali 13,613.042 '::Eu')p“n 48 kali 16.005.000) 48 kali 16.005.000) 48 kali 16.005.000 48 kal 16.005.000| 144 kal 77.633.042
Jumish Pamantauan pelaksanasn Imunisasi SD 39 kali 9.287.998 '::Eu[;“n 39 kali 10920.000)  39kai 10920000 39 kali 10920000 39 kal 10.920.000| 117 kak 52.967.998
Jumish Validasi Data survim 158 kaii 37.151.893 ﬁ:EquaLan 158 kaii 43680.000| 158 ki 40.000.000| 158 kali 40.000.000( 158 kai 40.000.000| 474 kai 200,831,983
Jumizh Pengambilan sarana Imunisasi ke 30 kali 36,908 a5 | APED 30 kall 43500000  30kal 43500000 30 kali 43500000 30 kali 43500000 90 kall 210.998.895
Surabaya Kabupalen
Jumlah Pengadaan Sarana buku Imunisasi 1 kali 38.402.301 ’::EquaLEn 1 kali 45.150.000) 1 kali 45.150.000| 1 kali 45.150.000 1 kali 45.150.000| 3 kali 219.002.301
Jumiah penyelidikan epidermiologi survalans dan| gy 34.158.060| B0 83 kali 40.160.000| B3 kal 40.160.000| B3 kali 40.160.000 83 kali 4D.160.000| 249 kali 194.798.060
Imunisasi Kabupaten
:;:J:fsga"a" dan pengandalian penyakit 906.958.250 799.299.950 £29.300.000 834.300.000 759.300.000 4.129.158.200)
Jumiah Pengendalian lokus malaria (iarvasida, APaD
pengangkatan lumut, penangkap nyamuk spot & Iokasi aszozanaliTE0 6 Iokasi 33.890.000| 6 lokasi 36.000.000 6 lokasi 35.000.000| 6 lokasi 36.000.000| 18 lokasi 193152814
Eimck) abupaten
Jurmiah Pambinaan layanan laboraloriurh (TE, 0 kali APBD Qkali o 1kali 12000000 1 kali 12.000.000 1 kali 12000000 3 kal 36.000.000
Malaria) Kabupalen
Jurniah Pertamuan parancanaan dan avaluasi 1 kali 18.073.354| 50 1 Kal 15.028.000| O kal 30000000 0 kal 0.000000|  Okali 30.000.000( 0 kai 124.001.354
kegiatan P2P Kabupaten
Jumiah Pertamuan validas! data DED, TE. 0 kali ofAPBD 0 kali o tkali 10.000.000)  1kali 10.000.000 1 kali 10000000 3 kah 30.000.000
Malaria Kabupaten
Jumlah Pertamuan monev F2 TE, kusta. diare, .
preumenia, hepalistis, kecacingan, HIV, IMS. 11 kali 188.57ATBS|, 11 kali 175.006.950) 11 kali 120.000.000) 11 kal 120000000 11 kal 120.000.000) 33 kali 733.585.715
DED, Malaria, Tim PPM P
Jumizh Peningkatan kapasitas program P2 T8, 2 kali 174.64.320( FB0 2 kali 153.918.000) 1 kali 25.000.000 1 kali 30.000.000 2 kali 105.000.000) 4 kali 48B.567.329)
P2 DED, P2 HIV Kabupaten
dumlah Suparviei P2EM (TE, HIVMS, hepai 4 kali 39.345.401| B0 3 kali 34675000 4 kali 48.000.000| 4 kali 48.000.000 4k 48.000.000  12kal 218.020401
DB, malaria, pneumenia, diare) Kabupaten
Jumiah Peningkatan Kapasitas Tim LKE 0 kali APBD 0 kali 0 1 kaii 150.000.000 1 kali 150.000.000 0 kali o 2kai 300.000.000
HIVIIMS Kabupaten
Jumiah Pengambilan barang logistik dan cbatke| g g 39,572,339 | AP0 28 kali 34.875.000| 36 kali 24300000 36 kali 24300000 3B kal 24300.000| 108 kai 147.347.339
Surabaya, kansullasi ke Surabaya Kabupalen
Jumlah Penyemprotanfiogging sarang nyamuk 100 kaii 260.127.852 '::Eu')p“n 100 kali 229.250.000 100 kal 150.000.000) 100 kai 150.000.000( 100 kaii 150.000.000) 300 kali 939.377.852,
Jumish Pengadasn pestisida 1 kali 74.880.589 '::Eu[;“n 1 kali 66.000.000) 1 kai 150.000.000( 1 kali 150.000.000( 1 ki 150.000.000( 3 kai 590.832.589
Jumiah Penyelidikan epidemiciogi panyakit tuiar 60 kali 14887 142| B0 60 kall 13120000 60 kali 24000000 60 kali 24.000.000 60 kali 24.000.000| 180 kali 100.007.142
vektor dan zoonasis Kabupaten
Jumish Pertamuan lintas sektor P2 DBD 2 kali 41.571.665 ':PED ) 1 kali 36637.000) 2 kali 50000000 2 kali 50000000 2 kaii 50000000 6 kal 228.208.665,
abupaten
78 Pencegahan dan Pengendallan Penyeldt 200.000.000 299.078.000 375.636.555 394.418.383 394.418.383, 1.663.551.321
Tidak Menular dan kesshatan jiva
Jumiah Bimbingan leknis Program PTM dan 1 kali 33436 094 | B0 1 kali 50.000.000| 5 kali 53.350.000 5 kali 53.350.000 5 kali 53.350.000( 15 kal 243.486.094)
Kesshatan Jiua Kabupaten
Jumiah Kansultasi Program PTM Ke Dinkes 4 kali 5550 840| APE 4 kali 12800000 4 kali B500.000) 4 kali B500.000| 4 kal B500.000[ 12kl 46.859.640
Propinsi Kabupalen
Jumlah Penyelidikan Epidemiolagi/PE .
penemuan kasus pasung (gangguan kesehatan 4 Kali ELETLE O 4 Kali 5720000 4 kali 3600.000) 4 kali 3600000 4 kali 3600000  12Zkal 20.345.088
Jiwa)
Jumiah Penyelidkan Epidemiolagi PE pasca 4 kali 3825 0po| FBD 4 kali 5720000 & kali 3600.000 4 kali 3600000 4 kaii 3600000  12kal 20.345.088
kasus pasung {gangguan kesehatan Jiwa) Kabupaten
Jumlah Skrening faklor resiko ke Posbindu Desa| 6 kali 7.281.044) ':::quamn & kali 10888000 6 kali 11000.000) 6 kali 11.000.000 G kaii 11.000.000 18 kal 51.169.044
Jumizh Pertamuan Mane program (FTM, 2 kali 523,436 AFB0 2 kali 7.835.000| 2 kali 70.000.000)  Zkal 70.000.000 2 kali 70.000.000 6 kah 223.074.436)
Keswa) yang dilakukan Kabupaten
Jumish Pelatinan Bagi Petugas Posbindu 1 kali 61.927.323| FBD 1 kali g2605500) 1 kali 50000.000) 1 ka 50.000.000( 1 kaii 50.000.000| 3 kah 04.532.823

Kabupaten
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105. Kegiatan Pendukung Pelayanan

APBD

Jumlah Upaya Kesshatan yang dilaksanakan 0 Jenis o 0 Jenis 0 Jenis 0| 2 Jenis 1.017.420.000 2 Jenis 1.067.420.000 2 Jenis 2.084.840.000)
Puskesmas Pagak Kabupaten
106. Kegiatan Pandukung Pelayanan Jumiah Upaya Kesshatan yang dilaksanakan 0 Jenis oAFBO 0 Jenis 0 Jenis 0| 2 denis 2.357.568.683) 2 Jenis 2407.568.683) 2 Jenis 4.765.137.366
Fuskesmas Pagelaran Kabupaten
107. Kegiatan Pendukung Pelayanan Jumiah Upaya Kesshatan yang dilaksanakan 0 Jenis AFBD © Jenis 0 Janis of 2 denis 4.254640.000( 2 Jenis 4274640000 2 Jenis 8.520.280.000
Puskasmas Fakis Kabupalen
108. Kegiatan Pandukung Pelayanan Jumlsh Upaya Kesshatan yang diaksanakan 0 Janis ofPE0 0 Jenis 0 Jenis o 2 denis 3.328.068.000) 2 Jenis 3.478.068.000( 2 Jenis £.506.136.000
Puskesmas Pakisaji Kabupaten
108. Kegiatan Pendukung Pelayanan Jumiah Upaya Kesshatan yang dilaksanakan 0 Jenis oAFBO 0 Jenis 0 Jenis 0| 2 denis 2.095.500.000( 2 Jenis 2.110.500.000( 2 Jenis 4.206.000.000
Fuskesmas Pamotan Kabupaten
110. Kegiatan Pendukung Pelayanan Jumiah Upaya Kesshatan yang dilaksanakan 0 Jenis APBD 0 Jenis 0 Janis of  2denis 3338.750.000) 2 Jenis 3.388.760.000( 2 Jenis 6.727.500.000
Puskesmas Pancokusumo Kabupalen
111. Kegiatan Pandukung Pelayanan umlsh Upaya Kesshatan yang diaksanakan 0 Janis o|PE0 0 Jenis 0 Jdenis a| 2 denis 2502.359.000| 2 Jenis 2552.358.0000 2 Jenis 5.054.718.000
Puskesmas Pujon Kabupaten
112. Kegiatan Pandukung Pelayanan Jumiah Upaya Kesshatan yang dilaksanakan 0 Jenis oAFBO 0 Jenis 0 Jenis 0| 2 denis 1.114.865.000) 2 Jenis 1.164.865.000( 2 Jenis 2.279.730.000
Fuskesmas Sitiarjo Kabupaten
113. Kegiatan Pendukung Pelayanan Jumiah Upaya Kesshatan yang dilaksanakan 0 Jenis o|APED 0 Jenis 0 .Jenis af  2denis 703748000) 2 Jenis 753748.000) 2 Jenis 1.457.486.000
Puskasmas SumbermanjingKulon Kabupalen
114. Kegiatan Pandukung Pelayanan umlsh Upaya Kesshatan yang diaksanakan 0 Janis o|PE0 0 Jenis 0 Jdenis a| 2 denis 1814.657.847| 2 Jenis 1.864.657.897| 2 Jenis 3.679.315.634
Puskesmas SumbermanjingWWetan Kabupaten
115. ?2Kegiatan Pandukung Pelayanan Jumiah Upaya Kesshatan yang dilaksanakan 0 Jenis oFBO 0 Jenis 0 Jenis 0| 2 denis 1.764.620.000) 2 Jenis 1.814.620.000( 2 Jenis 3.579.240.000
Puskesmas Tajinan Kabupaten
)
118, ??Kegiatan Pendukung Pelayanan Jumiah Upaya Kesshatan yang dilaksanakan 0 Jenis APED 0 Jenis 0 .Jenis af  2denis 2276.700.000( 2 Jenis 2.351700.000( 2 Jenis 4.628.400.000
Puskesmas Tirloyudo Kabupalen
117. Kegiatan Pandukung Pelayanan umlsh Upaya Kesshatan yang diaksanakan 0 Janis o|PE0 0 Jenis 0 Jdenis a| 2 denis 2220000000 2 Jenis 2270.000.000 2 Jenis 4.490.000.000
Puskasmas Wagir Kabupaten
118. Kegiatan Pendukung Pelayanan Jumiah Upaya Kesshatan yang dilaksanakan 0 Jenis oFBO 0 Jenis 0 Jenis 0| 2 denis 2445975.000( 2 Jenis 2495975.000( 2 Jenis 4.941.950.000
Fuskesmas Wajak Kabupaten
118. Kegiatan Pendukung Pelayanan Jumiah Upaya Kesshatan yang dilaksanakan 0 Jenis APBD 0 Jenis 0 Jenis o| 2 denis 1173.926.000) 2 Jenis 1223.926.000( 2 Jenis 2,397 852.000
Puskesmas Wonokerlo Kabupalen
120. Kegiatan Pandukung Pelayanan umlsh Upaya Kesshatan yang diaksanakan 0 Janis ofPE0 0 Jenis 0 Jdenis a| 2 denis 1426.735.000) 2 Jenis 1476.735.0000 2 Jenis 2.903.470.000
Puskesmas Wonosari Kabupaten
121. Kegiatan Pendukung Pelayanan BP> Jumiah Upaya Kesshatan yang dilaksanakan 0 Jenis oFBO 0 Jenis 0 Jenis 0| 2 denis 160.520.000( 2 Jenis 210520000 2 Jenis 371.040.000
Yankes Kabupaten
122. Layanan Labolatorium Kesshatan a 140.000.000 145.000.000 285.000.000
durnlah kegiatan Paningkatan kompetensi SDM 0 kali o[AFED 0 kali 0 kali o zkai 30000000 2 kai 0000000 4 kali 60.000.000
dalam mendukung layanan laboratorium Kabupaten
Jumiah Pambzalian reagan untuk pemeriksaan 0 Jenis APED 0 Jenis 0 Jenis a| 15 Jenis 65.000.000( 15 Jenis 70.000.000| 30 Jenis 135.000.000
sampal air dan makanan Kabupaten
Jumiah Upaya promosi untuk peningkatan Qkali of AFEC 0 kali kali of  zkai 10.000000| 2 kali 10000000 4 kal 20.000.000
layanan laboratarium Kabupaten
Persiapan akreditasi 0 kali ofAPED 0 kali Qkali of ok o  okan o ok a
Kabupaten
Pemantapan Mutu Exstemal 0 kali o| AFEC 0 kali ki o zkai 10.000000| 2 kali 10.000.000| 4 kali 20.000.000
Kabupaten
Jumiah Pemaliharaan & kalibrasi alat Qkali of AFEC 0 kali kali of  tkai 20000000 1 kal 20000000 2 kali 40.000.000
laboraterium Kabupaten
Juriah pangadaan bahan habis pakai untuk 0 kali of PO 0 kali Okali o tkali 5.000.000 1 kali 5000.000| 2 kali 10.000.000
medukung operasional laboratorium Kabupaten
123. Layanan Pengujian dan Kalibrasi Alat J 18.000000 221 200,000 439200000
Kesehatan
Jumih pramos UPT Pengujian dan Kalibrasi 0 kali APED 0 kali 0 kali q 7 kali 12.600.000 8 kali 14700000 15 kali 27.300.000
alles keluar daerah . Kabupaten
Jurmlsh Fasyankes yang dikimtek dalam rangia | o 0oy oe oPBO 0 Fasyankes 0 Fasyankes 0[100 Fasyankes 48.000.000| 100 Fasyankes 48,000.000|200 Fasyankas 96.000.000
monitoring kalibrasi Kabupaten
Jumlah pelatihan kalibrasi yang diikuti dalam .
rangka peningkatan SDM UPT Panguiian dan 0 pakat 0t 0 pakat 0 paket a| 1 paket 48.000.000( 1 paket 48.000.000( 2 paket 96.000.000
Kalibrasi alkes. soupaten
Jumiah konsuitasi ka BPFK dalam rangka Qkali AFED 0 kali kali of  mkai 6400000 9 kal 7500000 17 kal 13.900.000

konsultasi pengujian dan kalibrasi .

Olkabupaten




87



88



89



BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN MALANG

Dalam pelaksanaan program pembangunan kesehatan Dinas Kesehatan
Kabupaten Malang mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Malang pada
Misi 3 yaitu : “ Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan,
kesehatan, dan ekonomi guna meningkatan Indeks Pembangunan Manusia”
dengan Tujuan : "Meningkatkan kualitas sumber daya manusia” dan Sasaran
adalah : "Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat” dengan Indikator
sasaran yaitu : "Angka Usia Harapan Hidup”, Untuk mendukung tercapaianya
tujuan dan sasaran bidang kesehatan pada RPJMD Kabupaten Malang tersebut,
telah ditetapkan Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Kinerja Sasaran pada
Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2016 - 2021,

Selain tersebut diatas dalam perubahan RPJMD Kabupaten Malang juga
telah ditetapkan pula Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Malang dan
Indikator Kinerja Daerah (IKD), yang mana untuk IKU Kabupaten Malang
ditetapkan sejumlah sembilan Indicator Kinerja Utama dan IKD sejumlah 3
Aspek dengan 41 Indikator dimana pada IKU ketiga yaitu “Indek Pembangunan
Manusia” dan pada IKD di Aspek ke I Indicator ke empat yaitu “Angka Usia
Harapan Hidup “ merupakan cantolan atau rujukan dalam penetapan Indikator
Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.

Dengan ditetapkannya IKU dan IKD baru berdasarkan Perubahan RPJMD
Tahun 2016 — 2021, serta adanya perubahan Renstra Dinas Kesehatan Tahun
2016 - 2021 maka IKU Dinas Kesehatan berubah terdiri dari 2 (dua) Kinerja
Utama dengan indicator kinerja utama sebanyak 2 indikator dengan 3 (tiga)
formula, untuk lebih jelasnya dapat digambarkan sebagaimana terlampir pada

tabel 6.1.



TABEL : 6.1.
MATRIK INDIEATOR KINERJA DINAS EESEHATAN KEABUPATEN MALANG
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN MALANG

Kondisi i iap Tah Kondisi
Kineris wada Target Capaian Setiap Tahun Kinerja pada
No Indikator Kinerja Sasaran a2 P akhir
Tahun Awal d
(2016) 218 2019 2020 2021 pereoce
Renstra
1 Indelk E'.'.Epua_san Masyarakat terhadap pelayanan 76,46 75.5 76 76,5 o o
kesehatan di Puskesmas.
3 Angka kematian ibu per 100.000 KH dan Angka
Kematian Bayl [AKB) per 1000 KH
. 52,78 / 118 / 118 / 118 / 118 / 118 /
- |Angka ki t b 100,000 KH )
ngita Kematian I per 100.000 KH | 100.000 KH | 100.000 KH | 100.000 KH | 100.000 KH | 100.000 KH
. . 4,52} 1.000 | 24 } 1.000 24 / 1.000 24 / 1.000 24 / 1.000 24/ 1.000
- Angka K t Be AKB 1008 KH
ngka Kematian Bayi | | per KH KH KH KH KH KH







BAB VII
PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Malang
Tahun 2016-2021 ini didasarkan pada hasil diskusi pada Rapat Kerja Dinas
Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2018 dengan melakukan analisis bersama
yang merupakan upaya strategi dalam menghadapi situasi yang cepat berubah

untuk menyesuaikan manajemen Dinas Kesehatan yang acceptable.

Setiap program dan kegiatan disusun sesuai dengan hasil analisis
lingkungan dengan mempertimbangkan keterlibatan unsur masyarakat,
swasta, dan pemerintah sehingga secara bersama-sama dapat merumuskan,
merencanakan, melaksanakan dan mensukseskan tujuan pembangunan
kesehatan di Kabupaten Malang yaitu meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat.

Program dan kegiatan dilaksanakan secara rutin dan terus menerus,
dengan memprioritaskan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat melalui
standar pelayanan minimal dengan pengembangan inovasi unggulan dari
masing-masing program atau masing-masing puskesmas ataupun pelaksana

program dan kegiatan itu sendiri.

Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan secara berkala bulanan, tribulanan,
semester dan tahunan atau tergantung situasi keadaan saat itu. Hasil evaluasi
dipakai sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dan langkah-langkah

selanjutnya.

Demikianlah Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten
Malang ini disusun sebagai arah dan pedoman bagi petugas kesehatan dalam
merencanakan, melaksanakan pengembangan program yang tertuang dalam
Rencana Kerja tahunan, sehingga setiap program dan kegiatan disetiap unit

kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya.

Demikian untuk dilaksanakan.

WAKIL BUPATI MALANG,

SANUSI
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